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Tahun 2020 merupakan
tahun yang berat karena
serangan Covid-19. Jikalahari
menilai perbaikan tata
kelola lingkungan hidup
dan mengembalikan fungsi
hutan dapat menghentikan
serangan virus yang
merupakan zoonosis. Juga
jalan cepat mereview
kebijakan mengembalikan
hutan tanah dan habitat

makhluk hidup.



PROLOG

Pada 17 Juni 2019

Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No 4
Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan
Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons
Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan
Nuklir, Biologi dan Kimia. Dunia, termasuk
Indonesia harus waspada terhadap wabah penyakit
dan pandemi global, salah satunya.

Inpres No 4 Tahun 2019 ini berisi instruksi dari
Presiden Joko Widodo kepada Kementerian dan
Lembaga hingga Gubernur dan Bupati. Presiden
memerintahkan Menteri LHK dan Pertanian
mengawasi dan mengendalikan penyakit yang
bersumber dari satwa liar termasuk zoonosis.
Menteri LHK diperintahkan memperkuat kebijakan
keragaman hayati serta dukungan pembiayaan.

Sembilan bulan kemudian, Maret 2020

Indonesia diserang Covid-19

pada Maret 2020 pasca kasus

positif pertama warga Depok

bertemu dengan warga Jepang

pada kegiatan 14 Februari x|
2020. Sejak itu, jumlah =
kasus Covid-19 di Indonesia
bertambah. Jumlah kasus

terkonfirmasi di Indonesia =
sejak 2 Maret - 24 Desember =
2020 mencapai 685.639 = =
kasus: 558.703 sembuh dan

20.408 meninggal dunia.

164577

DKl kakarta Jatim

Riau menempati posisi ke tujuh dengan jumlah
kasus 23.803: 21.294sembuh dan 543meninggal.
Peningkatan kasus Covid-19 di Riau melonjak
sejak Agustus 2020. Klaster terbesar pertama

di Riau berasal dari klaster PT NPE, perusahaan
subkontraktor (vendor) PT Indah Kiat Pulp and
Paper (IKPP)-anak usaha APP Group-di Perawang
dengan total 25 kasus pada 6 Agustus 2020.

Presiden joko Widodo merespon, menetapkan
Kepres 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret
2020. Keppres ini tentang pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diketuai
Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Doni
Munardo dengan wakil ketua Panglima TNI dan
Kapolri.

10 PROVINSI TERBANYAK KASUS COVID-19
PER 24 DESEMBER 2020
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GRAFIK GABUNGAN PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 PROVINSI RIAU
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e KASUS TERKONFIRMASI

Gugus tugas beranggotakan unsur-unsur dari
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Komunikasi dan informatika, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
BNPB, TNI, Kapolri dan Kantor Staf Presiden.

Gugus Tugas dapat menetapkan dan melaksanakan
rencana operasional percepaan penanganan
Covid-19, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengawasi, mengerahkan sumber daya serta
melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan
Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

SEMBUH e MENINGGAL

OOOOO

Tujuh hari kemudian, Jokowi mengubah dengan
Keppres No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang GugusTugas
Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Maret
2020. Perubahannya menyoal struktur gugus tugas
yang berganti dewan pengarah yang sebelumnya
hanya berisi Menko Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Menko Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan, Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan, menjadi memiliki struktur
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris disusul anggota
pengarah seluruh menteri dan kepala lembaga di
pemerintahan.



Untuk struktur pelaksana, gugus tugas ini masih
diketua Doni Monardo, namun wakilnya bertambah
dengan adanya Sekjen Kementerian Kesehatan,
Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Anggota dari
pelaksana juga bertambah adanya unsur dari setiap
kementerian dan lembaga di pemerintah.

Perubahan lainnya berkaitan dengan
penganggaran. Sebelumnya hanya bersumber
dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai
peraturan. Perubahannya terkait penambahan
penganggaran berasal dari APBN meliputi anggaran
kementerian/ lembaga termasuk refocusing
kegiatan dan realokasi atau anggaran cadangan
belanja pemerintah. Untuk APBD berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), revisi anggaran,
belanja tidak terduga dan pemanfaatan dana kas
daerah.

Guna percepatan impor barang untuk penanganan
Covid-19, pimpinan kementeria/ lembaga dapat
memberikan mandat pengecualian perizinan tata
niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

Pada hari yang sama, Jokowi juga menerbitkan
Inpres 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang
dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan
Covid-19. Jokowi mengintruksikan kepada
seluruh menteri, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf
Kepresidenan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung,
Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian,
Pimpinan Kesekretariatan Negara, Gubernur
dan Bupati/ Walikota untuk mengutamakan
penggunakaan alokasi anggaran yang telah ada
untuk kegiatan yang mempercepat penanganan
Covid-19 sesuai protokol penanganan yang
berlaku. Selain itu harus dilakukan percepatan

refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui
mekanisme revisi anggaran serta mempercepat
pengadaan barang dan jasa yang mendukung
percepatan penanganan Covid-19.

Diluar Keppres menyoal Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, Jokowi juga menerbitkan
beberapa kebijakan lainnya mendukung
penanganan Covid-19. Diantaranya:

1. PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19 pada 31
Maret 2020.

Peraturan ini menjelaskan dilakukannya
pembatasan kegiatan tertentu dari masyarakat
di suatu provinsi/ kabupaten/ kota tertentu.
Pembatasan ini harus memenuhi kriteris jumlah
kasus/ kematian di wilayah tersebut. Jika
diberlakukan PSBB, sekolah dan tempat kerja
diliburkan, kegiatan keagamaan serta kegiatan di
fasilitas umum dibatasi.




pemulihan perekonomian. Perpu ini terbit untuk
mengatur kebijakan pendapatan Negara seperti
perpajakan, belanja Negara termasuk kebijakan
di bidang keuangan daerah dan kebijakan
pembiayaan.

3. Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada 13
April 2020.

Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional
dan untuk penanggulangannya dilaksanakan oleh
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Seluruh pemerintah daerah baik Gubernur,
Bupati dan Walikota selaku Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah
menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan
pusat.

4.PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19
dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional pada 9 Mei
2020.

PP ini menjadi peraturan pelaksana Perpu

No 1/ 2020, mengatur program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Bentuk
kegiatan PEN dapat berupa Penyertaan Modal
Negara, penempatan pendanaan, investasi
pemerintah ataupun penjaminan.

PEN adalah upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mencegah merosotnya perekonomian
Indonesia, mengurangi PHK dengan memberikan
subsidi bunga kredit bagi debitur usaha

mikro, kecil dan menengah yang terdampak,
mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta
mendukung kebijakan keuangan Negara.

5. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk penanganan Pandemi
Covid-19 dan/ atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-undang pada 16 Mei 2020.
Pasca diterbitkan 31 Maret 2020, Perpu Nomor

1 Tahun 2020 ditetapkan menjadi UU nomor 2
Tahun 2020 bertujuan untuk mitigasi penurunan
aktivitas ekonomi domestik untuk menjaga
stabilitas sektor keuangan.

6. PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas

Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan
Covid-19 pada 10 Juni 2020.

Peraturan ini diterbitkan untuk menjadi
landasan hukum atas dukungan masyarakat
dalam bentuk sumbangan dan ketersedian

tenaga SDM di bidang Kesehatan, mendorong

industry alat kesehatan dan/ atau perbengkelas
kesehatan rumah tangga dan menjaga stabilitas
pasar saham dalam bentuk fasilitas pajak
penghasilan. PP ini mengatur soal tambahan
pengurangan penghasilan neto, sumbangan

yang dapat menjadi pengurang penghasilan

bruto, tambahan penghasilan yang diterima atau




7. PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan
dalam Rangka Melaksanakan Langkah-
Langkah penanganan Permasalahan Stabilitas
Sistem Keuangan pada 7 Juli 2020.

PP ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana
dari Pasal 20 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2020.
Ruang lingkup dalam peraturan ini mengatur
soal penanganan permasalahan stabilitas
system keuangan yang timbul akibat terjadinya
pandemic Covid-19 serta menghadami ancaman
krisis ekonomi yang dapat terjadi.

Lalu, pada 20 Juli 2020, Presiden Jokowi
mengubah Gugus Tugas menjadi Inpres Perpres
Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional.

Untuk percepatan penanganan Covid-19 serta
pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,
dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) terdiri
dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional.

Untuk Komite Kebijakan, diketuai oleh Menko
Bidang Perekonomian dan Wakil Ketua Menko
Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Bidang
Politik Hukum dan Keamanan, Menko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri
Keuangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri. Ketua Pelaksana dari Komite Kebijakan
KPC-PEN adalah Menteri Badan Usaha Milik
Negara dengan Sekretarisnya Raden Pardede dan
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian.

Komite Kebijakan bertugas menyusun
rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden,
mengintegrasikan dan menetapkan langkah-
langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan
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terobosan yang diperlukan serta melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis dalam rangka percepatan penanganan
Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan
transformasi ekonomi nasional.

Untuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang
diketuai oleh Kepala BNPB, tugasnya menyoal
melaksanakan dan mengendalikan implementasi,
menyelesaikan permasalahan pelaksanaan,
melakukan pengawasan serta menerapkan dan
melaksanakan kebijakan strategis yang berkaitan
dengan penanganan Covid-19.

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi
Ekonomi Nasional yang diketuai Wakil Menteri
BUMN | bertugas untuk melaksanakan dan
mengendalikan implementasi, menyelesaikan
permasalahan pelaksanaan, melakukan
pengawasan serta menerapkan dan melaksanakan
kebijakan strategis berkaitan penanganan Covid-19.

Empat bulan kemudian, Presiden Jokowi Kembali
mengubah Perpres Nomor 108 Tahun 2020
tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun
2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.

Terdapat perubahan dalam Komite KCP-PEN
dalam Perpres baru yaitu adanya penambahan
Komite terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Tim
Pelaksana, Satgas Penanganan Covid-19, Satgas
Pemulihan Ekonomi Nasional dan Sekretariat.

Perubahan susunan keanggotaan: Ketua Menko
Bidang Perekonomian, Wakil Ketua | Menko Bidang

Kemaritimman dan Investasi, Wakil Ketua Il Menko
Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wakil

Ketua Ill Menko Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Wakil Ketua IV Menteri Badan
Usaha Milik Negara merangkap sekaligus Ketua
Tim Pelaksana, Wakil Ketua V Menteri Keuangan,
Wakil Ketua Vi Menteri Kesehatan dan Wakil Ketua
VII Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Sekretaris
Eksekutif | dan Sekretaris Ekonomi Il Sekretaris
Kemenko Bidang Perekonomian.

Selain itu terdapat penambahan struktur untuk tim
pelaksana, Ketua Tim Pelaksana adalah Menteri
BUMN dan Wakil Ketua Tim Pelaksana | Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan
Wakil Ketua Tim Pelaksana Il Wakapolri.

Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19

juga berubah, Ketua Satuan Tugas Kepala BNPB,
Wakil Ketua | Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan, Wakil Ketua Il Dirjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Kemenkes, Wakil Ketua IlI
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Untuk Struktur Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional
Ketuanya Wakil menteri BUMN sedangkan Wakil
Ketua | Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Ketua II
Ketua Umum Kamar Dagang dan industry.

MENGAPA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN (LHK) sejak bernama Gugus
Tugas hingga Komite Penanganan Covid-19

dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) tidak masuk

di dalamnya? Atau mengapa isu Pemulihan
Lingkungan Hidup tidak menjadi prioritas Presiden
Jokowi?



Dalam penanganan Covid-19 Presiden Jokowi
hanya memprioritaskan Kesehatan dan Pemulihan
Ekonomi dengan anggaran Rp 695,2 Triliun. Jokowi
melupakan pemulihan lingkungan hidup adalah
cara untuk mengatasi Covid-19 yang bersumber
dari zoonosis.

Padahal jauh hari sebelum kasus Covid-19
pertama kali ditemukan di pasar hewan liar di
Wuhan Tiongkok, pada 17 Juni 2019, Jokowi telah
menerbitkan Inpres No 4 Tahun 2019 Tentang
Peningkatan Kemampuan Dalam Mencega h,
Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit,
Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi
dan Kimia.

Inpres No 4 Tahun 2019 ini berisi instruksi dari
Presiden Joko Widodo kepada Kementerian dan
Lembaga hingga Gubernur dan Bupati. Jikalahari
fokus pada istruksi yang berkaitan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepada MenLHK, Presiden menginstruksikan
memperkuat peraturan perundang-undangan
dan kebijakan di bidang keragaman hayati

serta dukugan pembiayaan. Selain itu juga
MenLHK harus meningkatkan pencegahan dan
pengendalian penyakit bersumber dari satwa
liar, melakukan peningkatan kapasitas pengelola
konservasi serta pengawasan dan pengendalian
lalu lintas satwa.

Perlunya pemulihan lingkungan hidup di tengah
Covid-19 merujuk pada kajian RPJMN 1V 2020 -
2025 yang diterbitkan oleh Bappenas, mencatat
hilangnya hutan sebagai habitat satwa liar dan

Zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang
ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat
mempengaruhi manusia melalui berbagai kontak.
Lebih dari 200 penyakit zoonosis disebabkan
bakteri, virus, parasite dan jamur

Sebanyak 13 dari 200 zoonosis menyebabkan
2,4 miliar kematian global

75% penyakit yang ditemukan satu decade
terakhir akibat zoonosis

Penyebab Zoonosis: Intensifikasi pertanian
dan peternakan, peningkatan permintaan
protein hewan, perburuan illegal,
deforestasi, perubahan iklim

i 1920: HIV (Simpanse dan sooty mangabay)
i 1931: Avian infectious bronchitis (ayam)

i 1937: West nile fever (burung)

i 1947: Zika (primate)

i 1976 : Ebola (Kelelawar)

i 1971: Porcine epidemic diarrhea (Babi)

i 2003: SARS (Kelelawar)

[ 2012: MERS (Unta)

i 2019: SARS-COV-2 (Kelelawar)
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menurunnya keanekaragaman hayati merupakan
penyebab penyebaran penyakit zoonosis.

RPJMN IV menyebutkan; pertama, tutupan hutan
primer Indonesia cenderung terus berkurang.
Luas tutupan hutan primer semakin menurun,
diperkirakan hanya tersisa 18,4 persen dari luas
lahan total nasional (189,6 juta ha) di tahun

2045 dibandingkan kondisi di tahun 2000 yang
mencapai 27,7 persen total luas lahan nasional.

Kedua, luas tutupan hutan, baik hutan primer
maupun sekunder yang terletak di atas lahan
gambut semakin berkurang.

Ketiga, habitat spesies kunci terancam punah
semakin berkurang signifikan akibat pengurangan
luas tutupan hutan. Analisis menunjukkan bahwa
tutupan hutan pada habitat spesies langka di
sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari
80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen
di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera
dan Kalimantan. Diperkirakan luas key biodiversity
areas di sisi timur Garis Wallacea, khususnya
wilayah Papua juga berkurang signifikan.

Ini membuktikan, perbaikan lingkungan hidup harus
segera dilakukan untuk mengantisipasi pencegahan
munculnya zoonosis yang mengancam kesehatan
masyarakat. Sudah seharusnya Jokowi merevisi
KPC-PEN dan memasukkan KLHK menjadi

anggotanya.

Jikalahari menilai, karena tidak seriusnya
pemerintah dalam menangani Covid-19 dari sektor
lingkungan hidup, berbagai persoalan lingkungan
hidup dan kehutanan terus terjadi di Riau.

Di tengah new normal atau tatanan hidup baru
yang tengah dikampanyekan Presiden Jokowi,
perilaku korporasi dan cukong tidak juga berubah,
justru memanfaatkan situasi Covid-19 untuk terus
merusak alam.

Jikalahari merangkum berbagai persoalan yang
terjadi di Riau sepanjang 2020 bersumber dari
hasil investigasi dan riset serta kliping informasi dari
berbagai sumber.




Hutan alam di Riau sejak 1982 hingga saat ini telah berkurang mencapai 5.300.183 ha atau sebesar 78
persen dari luasan awal. Untuk 2020, luas hutan alam yang berkurang dari 2019 seluas 15.306 ha. Jumlah ini
berkurang 50% dari luas deforestasi pada 2019.
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Berikut rincian luas tutupan hutan dan deforestasi per tahun yang berhasil di analisis Jikalahari dengan metode
semi automatic classification QGIS.
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Tahun Luas Tutupan Hutan, DEFORESTASI DURASI | DEF/TH (Ha)
1982 - 1999 6.727.546 2,117,027 |17 124,531
1999 - 2000 |- 858,591 |1 858,591
2000 -2002 |- 228,659 |2 114,329
2002 -2004 |3.380.328 261,705 |2 130,852
2004 - 2005 |- 158,513 |1 158,513
2005-2007 |- 545425 |2 272,713
2007 -2009 |- 183,295 |2 91,648
2009 -2012 |- 565,598 |3 188,533
2012 - 2015 2.005.565 360,359 |3 120,120
2015 - 2017 1.645.206 155,796 |3 51,932
2017 - 2018 1.489.410 13,669 |1 13,669
2018 - 2019 1.442.669 33,072 |1 33,072
2019-2020 1.427.363 15,3061 15,306
GRAFIK SISA HUTAN PROVINSI RIAU GRAFIK SISA HUTAN DAN DEFORESTASI

1982 - 2020 PROVINSI RIAU
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Berdasarkan luas tutupan hutan alam tersisa dan deforestasi pada 2020, kabupaten yang memiliki deforestasi
terluas pada 2020 adalah Bengkalis dengan luas deforestasi mencapai 2.251,34 ha atau sebesar 14,71%.

Berikut rincian luas deforestasi per kabupaten:

2,50000

2,00000

1,500.00

1,000.00

Luas Hutan (ha)

500.00

12

SISAHUTAN | DEFORESTASI

LS 2020 2019-2020 @ °
BENGKALIS 112,614.73 225134 1471
INDRAGIRI HILIR 217.987.73 2128.65 13.91
INDRAGIRI HULU 20093907 172926 1130
PELALAWAN 244.729.01 170971 1117
KAMPAR 180,713.70 1530.86 10.00
DUMAI 35,466.99 1304.69 8.52
ROKAN HILIR 6140276 1022.62 6.68
ROKAN HULU 67.672.17 999.77 6.53
KUANTAN SINGINGI | 76,389.41 993.69 6.49
SIAK 139.79118 968.02 6.32
KEPULAUAN MERANTI |89,656.41 667.74 436
Candion 142736315  |15,306.35

GRAFIK TUTUPAN HUTAN ALAM DAN DEFORESTASI
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Jikalahari juga melakukan analisis deforestasi dan sisa tutupan hutan alam yang ada dalam kawasan IUPHHK
dan kawasan HGU. Hasilnya terjadi deforestasi seluas 1.805,45 ha di areal IUPHHK perusahaan yang
terafiliasi dengan APP Grup dan 1.828,75 ha di areal perusahaan afiliasi APRIL Group. Sisanya berada di Barito,
Sampoerna Agro dan grup usaha lainnya. Berikut dilampirkan luasan deforestasi per kawasan IUPHHK

GROUP / PERUSAHAAN SISA HUTAN 2020 | DEFORESTASI
2019 -2020

APP & Partners 199,166.17 1,805.45
PT. ARARA ABADI 10,581.68 190.24
PT. BALAI KAYANG MANDIRI 9,124.51 20.94
PT. BHARA INDUK 36,968.49 708.49
PT. BINA DAYA BENTALA 18.28 -
PT. BINA DAYA BINTARA 974.78 341.44
PT. BINA DUTA LAKSANA 5,856.68 6/.57
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM 2,543.01 -
PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA & KTH WANA JA* 27,157.69 -
PT. INHIL HUTANI PRATAMA 101.94 -
PT. MITRA HUTANI JAYA 522.34 -
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA 19,315.23 15.94
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI 2,845.64 31.19
PT. PUTRA RIAU PERKASA 15,464.94 :
PT. RIAU INDO AGROPALMA 1,794.99 37.94
PT. RIMBA MANDAU LESTARI 35113 -
PT. RIMBA ROKAN PERKASA 55.21 12.06
PT. RIMBA SERAYA UTAMA 178.63 7
PT. RUAS UTAMA JAYA 3,732.82 8.89
PT. SATRIA PERKASA AGUNG 40,825.45 110.01
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR 6,599.14 -
PT. SUNTARA GAJA PATI 14,153.60 260.74
APRIL & Partner 143,884.27 1,828.75
CV. ALAM LESTARI 74712 4.89
CV. BHAKTI PRAJA MULIA 4,067.82 -
CV. HARAPAN JAYA 1,227.79 -
CV. MUTIARA LESTARI 127.11 -
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CV. PUTRI LINDUNG BULAN 81.22 -
EKS. HUTANI SOLA LESTARI 1,895.82 125.52
EKS. SIAK RAYA TIMBER 57745 32.87
KUD BINA JAYA LANGGAM 76.15 30.66
PT. BINA DAYA BINTARA 289.01 2497
PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH 7.93 -
PT. BUKIT RAYA PELALAWAN 702.56 5
PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA 0.47 -
PT. EKA WANA LESTARI DHARMA 2,264.41 -
PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR 6,316.97 21.91
PT. MADUKORO 6,637.25 -
PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI 482.21 -
PT. MITRA KEMBANG SELARAS 1,741.65 i
PT. MITRA TANINUSA SEJATI 310.86 -
PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS 5,947.04 =
PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL 2718 -
PT. NUSA WANA RAYA 858.86 8.23
PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR 1,087.48 10.33
PT. PERKASA BARU 3,064.77 24.73
PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER 4277714 394.42
PT. RIAU BINA INSANI 709.92 -
PT. RIMBA LAZUARDI 71.14 0.41
PT. RIMBA MUTIARA PERMAI 1,635.76 -
PT. RIMBA PERANAP INDAH 380.80 -
PT. RIMBA ROKAN LESTARI 617.88 9.82
PT. SARI HIJAU MUTIARA 1,277.38 -
PT. SELARAS ABADI UTAMA 2,311.86 1.51
PT. SERAYA SUMBER LESTARI 661.58 212.25
PT. SIAK RAYA TIMBER 2,008.19 104.93
PT. SUMATERA RIANG LESTARI 20,969.27 235.38
PT. SUMBER MASWANA LESTARI 1,790.94 309.66
PT. TRIOMAS FDI 9,458.14 241.26
PT. TUAH NEGERI 53.32 0.74




PT. UNI SERAYA

20,107.03

PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI

514.80

34.25

BARITO

74,768.24

1,046.27

PT. DIAMOND RAYA TIMBER

54,364.94

1,046.27

PT. THE BEST ONE UNI TIMBER

20,403.30

Sampoerna Agro

1,722.82

60.04

PT. NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)

1,722.82

60.04

unknown

9,479.78

549.25

PT. KUARTET PUTRA MELAYU

9,035.22

379.97

PT. MULTI EKA JAYA TIMBER

46.96

29.93

PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA

0.01

PT. ROKAN PERMAI TIMBER

397.58

139.35

Grand Total

429,021.28

5,289.76
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Untuk kawasan HGU, terjadi deforestasi seluas 2.587,81 ha sepanjang 2020. Deforestasi terluas terjadi di areal

HGU milik PT Toba Indah seluas 302, 68 ha. Berikut dilampirkan luasan deforestasi per kawasan HGU:

GROUP / PERUSAHAAN SISA HUTAN 2020 DEFORESTASI
2019 - 2020

Asian Agri (RGE) 13712 -
PT INTI INDO SAWIT SUBUR 9.92 -
PT MITRA UNGGUL PUSAKA 122.73 -
PT PUSAKA MEGAH BUMI NUSANTARA 4 47 -
Astra Agro Lestari 199.12 2.58
PT Kimia Tirta Utama 29.70 -
PT SARI LEMBAH SUBUR 169.41 2.58
Danitama Makmur 79.20 19.60
PT GELORA SAWITA MAKMUR 79.20 19.60
Domba Mas Group 4729 -
PT FLORA WAHANA TATA 4729 -
Duta Palma Group 258.57 23.40
PT BANYU BENING UTAMA 12.67 -
PT BERTUAH ANEKA YASA 135.25 3.26
PT MEKARSARI ALAM LESTARI (ADDENDUM) 3994 12.87
PT SRI ANUGRAH 70.71 7.27
First Resources 569.72 2793
PT CILIANDRA PERIKASA 33.07 -
PT KARYA TAMA BAKTI MULYA 478.63 -
PT Surya Dumai Agrindo 1.90 -
PT SURYA INTI SARI RAYA 56.13 2793
Incasi Raya Group 1,391.93 60.53
PT Arvena Sepakat 1,391.08 60.53
PT SUMATERA MAKMUR 0.85 -
Klau River Ent., Sdn Bhd 534.63 80.04
PT LANGGAM INTI HIBRINDO 534,63 80.04
KLK 69.38 -
PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI 69.38 -
Lambang Tabung Hijau 47.20 1490




PT TH Indo Plantations 47.20 1490
Musim Mas 884.05 35.86
PT MUSIM MAS 884.05 35.86
Perkebunan Nusantara 243.32 -

PT PERKEBUNAN Il (S. AIR BAYAS) 60.56 -

PT PERKEBUNAN II (S. AIR HITAM) 163.32 -

PT PERKEBUNAN V (PIR SEI. PAGAR) 19.43 -
Sabira Group 49559 -

PT SABIRA NEGERIUTAMA 495.59 -
Sambu Group 1171.97 -

PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR 117197 -

Siak Raya Group 13.56 5.92
PT PEPUTRA SUPRA JAYA 13.56 592
Sinar Mas (GAR) 2.31 -

PT RAMAJAYA PRAMUKTI (l1l/. STIBUN) 2.31 -
Uniseraya 3,383.51 -

PT UNI SERAYA 3,383.51 -
(blank) 26,553.22 2,317.04
PT AGRA CAHAYA KEUMALA 8.86 -

PT AGRI PRIMA 78.44 -

PT AGRO SARIMAS INDONESIA 46.82 -

PT Agroraya Gematrans 404.65 -

PT ALAM SARI LESTARI 145.77 151.20
PT ANUGERAH KARYA LESTARI 154.20 6.64
PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO (LOKASI A) 1,505.83 19140
PT BARITO RIAU JAYA 3,258.70 70.90
PT BASKARASATRIATAMA RIAU 961.14 96.38
PT BAYU AGRIFIKA 32.32 -

PT BINA RUPAT SEPANG LESTARI 3,736.60 59.68
PT BLANGKOLAM 0.98 0.06
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA 188.04 12.51
PT BUMI DAYA PLANTATION 82.31 8.07
PT DUET RIJA 130.73 -
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PT KARYATAMA BAKTI MULIA 178.31 42.52
PT KOKONAKO INDONESIA 6/7.74 3.92
PT KURNIA MAS 17.81 8.22
PT MANDIRI ABADI SEJAHTERA 279.97 -

PT MARITA MAKMUR JAYA 1,532.82 192.55
PT MESKOM AGRO SARIMAS 193.20 5.00
PT NURINTA BAGANYASA 82.44 28.12
PT NUSAESA BINA 66.34 5

PT PADASA ENAM UTAMA 30.58 5

PT PARAWIRA ABADITAMA 1.25 1.53
PT PARAWIRA UTAMA 12.24 23.73
PT PERMATA SAWIT PERMAI 562.85 129.58
PT PULAU KUNDUR PRAKARSA 0.12 -

PT RIAU SAKTI TRANSMANDIRI 208.46 1.32
PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS 383.80 -

PT ROKAN ADI RAYA 0.01 -

PT SAFARI RIAU 81.41 -

PT SAKTI SAWIT JAYA 517.97 -

PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI 0.68 -

PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI (KEL B) 18.03 -

PT SAWIT ROKAN SEMESTA 890.39 -

PT SIDOMARGA PERKASA 858.63 -

PT SINAR SAWIT SEJAHTERA 99.56 31.88
PT SINDORA SERAYA (BLOK ) 635.46 35.79
PT SUMBER MUTIARA INDAH PERDANA 122.24 -

PT SUMBER MUTIRA INDAH PERSADA 474.88 1.88
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA 270.35 1.73
PT SUNTAI JAYA SATRIA 46.46 51.54
PT SURYA BRATASENA PLANTATION 145.52 -

PT SURYA BUANA BERSAMA 3,330.73 39.08
PT SURYA KERITANG PERKASA 194.76 160.55
PT TANI SUBUR MAKMUR 559.32 289.13
PT TANI SWADAYA PERDANA 687.85 30.73
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PT TASMA PUJA 73.98 -

PT TEGUH KARSAWANA LESTARI 173.97 29.32
PT TESO INDAH 20.41 20.66
PT TOBA INDAH 889.86 302.68
PT TRI BAKTI SARIMAS 508.62 11.05
PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA 90.47 5.39

PT TRIOMAS FDI 677.03 124 .38
PT TRISETYA USAHA MANDIRI 162.75 40.26
PT WANA SUBUR SAWIT INDAH 668.58 107.69
Grand Total 36,038.67 2,587.81

Untuk kawasan PIPIB atau moratorium, terjadi deforestasi seluas 6.739,31 ha sepanjang 2020. Deforestasi
terluas terjadi di areal Bengkalis seluas 1.204, 53 ha.

KKABUPATEN SISA HUTAN 2020 | DEFORESTASI 2019 - 2020
BENGKALIS 68,249.33 1,204.53
INDRAGIRI HILIR 71,601.91 1,026.55
INDRAGIRI HULU 180,653.71 711.38
KAMPAR 133,229.94 365.96
KEPULAUAN MERANTI 43,488.82 424 37
IKUANTAN SINGINGI 62,245.82 903.64
PELALAWAN 64,251.03 95750
ROKAN HILIR 7.019.37 117.35
ROKAN HULU 28,799.13 675.31
SIAK 85,319.75 93.89
DUMAI 10,679.18 258.82
Grand Total 755,537.99 6,739.31




GRAFIK HOTSPOT PROVINSI RIAU 2020

CONF 0-100% e CONF 70-100%
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Berdasarkan Citra Satelit

Terra-Aqua Modis,
sepanjang 2020 muncul
2032 hotspot dengan
confidence 1-100%

di Riau. Sekitar 501 titik 571 322 288
diantaranya berpotensi
menjadi titik api. Jumlah
hotspot ini berkurang 23%
dari jumlah hotspot pada
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Berdasarkan klasifikasi
per kabupaten, hotspot

terbanyak berada di Sebaran Hotspot Riau 2010 - 2020
Bengkalis dengan 533
hotspot. Sedangkan untuk CONFIOIO0= MO 70-100%

areal korporasi, hotspot

terbanyak berada di areal

PT Arara Abadi dengan

hotspot sebanyak 148 titik.

Hotspot juga ditemukan

berada di kawasan gambut

dengan kedalaman lebih

dari 4 meter. 9815 1O Mo 364 10,288
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HOTSPOT 2020 PADA LAHAN GAMBUT Hotspot di Kawasan Suaka Alam 2020
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Hotspot di kawasan IUPHHK

PERUSAHAAN GROUP 0-100% >70%
PT. ARARA ABADI APP & Partners 148 4
PT. SUMATERA RIANG LESTARI APRIL & Partner 137 38
PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER APRIL & Partner 117 6
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung) APP & Partners 69 6
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR APP & Partners 55 1
PT. SATRIA PERKASA AGUNG APP & Partners 47 4
PT. BINA DUTA LAKSANA APP & Partners 41 2
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM APP & Partners 39
PT. PERKASA BARU APRIL & Partner 36 4
PT. UNI SERAYA APRIL & Partner 31
PT. SERAYA SUMBER LESTARI APRIL & Partner 30 4
PT. MITRA HUTANI JAYA APP & Partners 26 2
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang) APP & Partners 25
PT. MITRA KEMBANG SELARAS APRIL & Partner 24 1
PT. RUAS UTAMA JAYA APP & Partners 20
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA APP & Partners 19 1
PT. RIMBA MANDAU LESTARI APP & Partners 17
PT. SUNTARA GAJA PATI APP & Partners 17 9
PT. RIMBA MUTIARA PERMAI APRIL & Partner 11
PT. SUMATERA SILVA LESTARI APRIL & Partner 11
PT. MITRA TANINUSA SEJATI APRIL & Partner 9
PT. BALAI KAYANG MANDIRI APP & Partners 8 1
PT. BINA DAYA BENTALA APP & Partners 7
CV. ALAM LESTARI APRIL & Partner 7
PT. SELARAS ABADI UTAMA APRIL & Partner 6
PT. BHARA INDUK APP & Partners 5 33
PT. TRIOMAS FDII APRIL & Partner 5
CV. BHAKTI PRAJA MULIA APRIL & Partner 4
PT. NUSA WANA RAYA APRIL & Partner 4
PT. DIAMOND RAYA TIMBER BARITO 4 1
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI APP & Partners 3




PT. EKA WANA LESTARI DHARMA

APRIL & Partner

PT. RIMBA LAZUARDI

APRIL & Partner

PT. TRIOMAS FDI

APRIL & Partner

PT. ROKAN PERMAI TIMBER unknown

PT. BINA DAYA BINTARA APP & Partners

PT. INHIL HUTANI PRATAMA APP & Partners

PT. RIMBA ROKAN PERKASA APP & Partners 1

EKS. SIAK RAYA TIMBER

APRIL & Partner

PT. BINA DAYA BINTARA

APRIL & Partner

PT. BUKIT RAYA PELALAWAN

APRIL & Partner

PT. RIMBA ROKAN LESTARI

APRIL & Partner

PT. SUMBER MASWANA LESTARI

APRIL & Partner

PT. TUAH NEGERI

APRIL & Partner

—_— et [ | [ () [ - - (NN NN

Hotspot di Kawasan HGU

PERUSAHAAN GROUP 0-100% >70%
PT Surya Dumai Agrindo First Resources 100 62
PT TRISETYA USAHA MANDIRI (blank) 34 16
PT TH Indo Plantations Lambang Tabung Hijau 25 2
PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI (blank) 18 13
PT DUET RIJA (blank) 13
PT TANI SWADAYA PERDANA (blank) 12 3
PT Adei Crumb Rubber (blank) 7
PT MESKOM AGRO SARIMAS (blank) 7 3
PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR Sambu Group 6 1
PT SIDOMARGA PERKASA (blank) 6
PT UNICO BIMASARI (blank) 5
PT PALMA SATU Duta Palma Group 4 1
PT BASKARASATRIATAMA RIAU (blank) 4
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA (blank) 4 1
PT RIAU SAKTI TRANSMANDIRI (blank) 3 1
PT TRIOMAS FDI (blank) 3
PT GELORA SAWITA MAKMUR Danitama Makmur 2
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PT BERTUAH ANEKA YASA

Duta Palma Group

PT MUSIM MAS Musim Mas

PT Bumi Reksa Nusasejati Sime Darby

PT Ivo Mas Tunggal Sinar Mas (GAR)
PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS (blank)

PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI (KELOMPOK B) |(blank)

PT SINDORA SERAYA (BLOK I) (blank)

PT SUNTAI JAYA SATRIA (blank)

PT CERENTI SUBUR

Duta Palma Group

PT DUTA PALMA NUSANTARA

Duta Palma Group

PT MEKARSARI ALAM LESTARI (ADDENDUM)

Duta Palma Group

PT ARINDO TRISEJAHTERA

First Resources

PT MURINI WOOD INDAH INDUSTRY

First Resources

PT PERKEBUNAN 11 (S. AIR BAYAS)

Perkebunan Nusantara

PT Bumi Palma Lestari Persada Sinar Mas (GAR)
PT ALAM SARI LESTARI (blank)
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA (blank)
PT GUNTUNG IDAMAN NUSA (blank)
PT HAMPARAN HIJAU (blank)
PT MARITA MAKMUR JAYA (blank)
PT SINAR SAWIT SEJAHTERA (blank)
PT SURYA BUANA BERSAMA (blank)
PT TANI SUBUR MAKMUR (blank)
PT TRI BAKTI SARIMAS (blank)

— [ | — [ — [ | — [ [ | (et [ [ (S S - NN OIND N NN N N

SEBARAN HOTSPOT 2020 DI KAWASAN

PRIORITAS RESTORASI GAMBUT

Conf > 70%

Prioritas Pasca Kebakaran 2015-2017 85
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Prioritas Gambut Tidak Ber kanal
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Berdasarkan data dari sipongi.menlhk.go.id yang
melakukan analisis luas karhutla di Indonesia
menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS,
luas kebakaran di Indonesia selama 2020 menurun
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020,
sekitar 292.922 ha hutan dan lahan di Indonesia
terbakar. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi di
peringkat pertama yang luas karhutla mencapai
114.701 ha, menyusul Nusa Tenggara Barat 29.069
ha, Papua 28.251 ha, Maluku 19.709 ha dan Jawa
Timur 19.148 ha.

Riau berada diperingkat ke 6 dengan luasan
karhutla mencapai 15.442 ha. Jumlah ini berkurang
hingga 82,9 persen dari karhutla yang terjadi pada
2019 yang menghanguskan hutan dan lahan
mencapai 90.550 ha. Jumlah luasan karhutla di
Riau versi KLHK berbeda dengan luasan karhutla
versi BPBD Riau. Dikutip dari antaranews.com,
sejak Februari - Oktober 2020, karhutla di

Riau mencapai 1.587,6 ha. Luasan ini berkurang
mencapai 83,62 persen karena karhutla pada 2019
menghanguskan 9.706,73 ha lahan di Riau. Luas
karhutla di masing-masing kabupaten diantaranya:

479.5
382

AT 42 1389

60.15
24.66 15

Inhil Bengkalis Siak Pelalawan Dumai Rohil Pekanbaru Kuansing
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Pada pertengahan Oktober 2020, BMKG
mengeluarkan pengumuman agar masyarakat
waspada dampak dari fenomena alam La Nina
akan berpotensi meningkatnya curah hujan.
Bahkan BMKG memperingatkan akan terjadi

hujan dengan intensitas lebat yang dikhawatirkan
akan menyebabkan banijir, longsor hingga banijir
bandang. Riau termasuk salah satu daerah yang
berpotensi memiliki hujan dengan intensitas lebat.

Dari hasil penelusuran berita, Jikalahari mencatat
pada 2020 terdapat setidaknya lebih dari 500
KK terdampak dan mengungsi akibat banjir yang
melanda Riau. Jumlah ini berkurang dibandingkan
pada 2019 dimana ada 59.150 jiwa korban
terdampak dan mengungsi akibat banjir yang
tercatat di riau.bps.go.id. Bahkan banjir pada 2019
menelan korban jiwa 1 warga dari Pelalawan.

Dari web gis.bnpb.go.id, tercatat banjir melanda
beberapa kabupaten di Riau pada pertengahan
Februari 2020 serta pada 10 - 20 November
2020, diantaranya di Rokan Hulu Kecamatan
Rambah, Rokan IV Koto dan Tambusai. Di Indragiri
Hulu, banjir melanda Kecamatan Batang Cenaku,
Sungai Lala, Lubuk Batu, Batang Peranap, Peranap,
Kelayang serta Seberida. Sedangkan di Kampar,
banjir melanda Kecamatan Koro Kampar Hulu Desa
Bandur Picak. Banijir di Riau terjadi selain karena
intensitas hujan lebat, juga akibat meluapnya
sungai di Riau diantaranya Sungai Kampar, Sunga
Batang Lubuh, Sungai Rokan hingga Sungai Batang
Sosa.

Pemerintah Provinsi Riau aktif dalamsn memberikan
himbauan kepada warga untuk waspada terhadap
banjir yang terjadi di Riau. Ada beberapa daerah



yang kerap rawan di landa banijir seperti Pelalawan,
Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hilir dan
KKampar. Selain itu juga diwaspadain banjir pasang
air laut yang dapat terjadi di Tembilahan, Dumai
dan Kepulauan Meranti.

Sepanjang 2020, kasus - kasus illegal logging
masih terjadi di Riau. Berikut kliping media terkait
penegakan hukum terhadap kasus-kasu illegal
logging di Riau sepanjang 2020:

- Jajaran Polres Kepulauan Meranti pada 2 Februari
2020 mengamankan Balok kayu sebanyak
kurang lebih 211 batang yang sudah dirakit di
anak sungai di Jalan Parit Kekat Desa Sungai
Tohor

- Pada 11 Februari, Polres Meranti juga tangkap
791 batang kayu yang diangkut kapal KM
Nusantara 5 di Desa Lukit, Kecamatan Pulau
Merbau, Kepulauan Meranti. Kayu-kayu tersebut
rencananya akan dibawa ke Batam, Kepulauan
Riau. Dari pemeriksaan diketahui kayu tersebut
merupakan kayu alam sebanyak dua orang
ditetapkan sebagai tersangka.

- Kepolisian dari Direktorat Polairud Polda Riau
berhasil mengamankan satu unit pompong
bermuatan kayu ilegal di Perairan Sungai Teluk

Dalam Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Dari penangkapan ini polisi menyita 6 kubik
kayu ilegal yang baru siap ditebang pada 2 Maret
20202.

1 https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/04 /siapa-pemilik-211-kayu-bal-

ak-diduga-hasil-illegal-logging-di-kawasan-hutan-produksi-meranti
2 https://rri.co.id/nasional/sigap/795213/polda-riau-tangkap-pelaku-illegal-logging-di-

dumai-6-kubik-kayu-disita
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bang-baling-polda-r.iau-sita- 147}-kubik-kazu-dan-Qengemudi.html

- Pada 13 Maret aktivitas illegal logging sebnyak 10

kubik di SM Giam Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
ditertibkan oleh tim BBKSDA Riau dengan
menyincang kayu tersebut di lokasi.

- Pada April 2020 Polda Riau dan Ditpolair

Korpolairud Baharkam Polri memberantas 55
meter kubik kayu olahan hasil perambahan hutan
disita dari dua orang tersangka berinisial SL (23)
dan ZN (25) di perairan Selat Panjang, Dan di SM
Giam Siak Kecil Dusun Kampung 40, Desa Tuah
Indrapura, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten
Siak Kembali dilakukan penertiban illegal logging
sebanyak 20 kubik kayu lalu dicincang oleh tim
BBKSDA Riau.?

« Pada 19 Mei 2020 Tim Subdit IV Direktorat

Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Riau mengamankan 30 kubik kayu olahan yang
dibawa oleh S alias A (45) dengan kernet, ES
(21), warga Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara atau sekitar 1.477 Keping kayu di daerah
Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten
IKampar.

- Pada Juni 2020, Bidang KSDA Wilayah I

BBIKSDA Riau melakukan penindakan terhadap
aktifitas pembalakan liar di Cagar Alam Bukit
Bungkuk, Kabupaten Kampar. Pelaku yang
ditindak berinisial Dp, Ad, Hr, Iw, And, Nh dan
Dr yang memiliki peran masing-masing dan ke
tujuh pelaku semuanya berasal dari Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. BBKSDA

Riau telah berkoordinasi dengan Balai Gakkum
LHK Sumatera Seksi Wilayah 2 untuk proses
penanganan hukum selanjutnya.

- Pada 13 Juni 2020 tumpukan kayu alam jenis

kayu kulim yang telah diolah sebanyak 20 meter

http://www.medialaskar.com/read-2-6044-2020-05-22-illegal-logging-di-sm-rim-




kubik yang di rambah di Taman Nasional Tesso
Nilo (TNTN) sektor Langcang Kuning, Desa Lubuk
Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten
Pelalawan ditemukan Tim Patroli Karhutla Kodim
Kampar dan Polhut*.

- Pada 14 Juli 2020, Polres Siak sita 300 batang

kayu bulat dan 1 unit chainsaw diduga hasil lllog
di penyangga TN Zamrud. Lokasi kejadian di
Kampung Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai
Apit.

- Pada 8 September 2020. Tim Gabungan Ditjen

Gakkum LHK, Balai Besar KSDA Riau dan Polda
Riau melakukan operasi penindakan pembalakan
kayu ilegal dan mengamankan =17 m3 kayu jenis
meranti serta mengamankan 3 (tiga) set mesin
pengolah kayu beserta 6 (enam) gergaji belah
dan 4 (empat) alat angkut kayu di Kawasan Suaka

Margasatwa Giam Siak Kecil Desa Tuah Indrapura,

Kec. Bunga Raya, Kab. Siak Prov Riau>.

- Tiga pembalak liar diringkus jajaran Polres

Bengkalis, Provinsi Riau pada 28 September
2020 ketika melakukan pengolahan kayu di
kawasan hutan produksi (HPT) Dusun Rumbai
Jaya Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil.
Barang bukti yang diamankan sebanyak 500
keping kayu olahan campuran, 5 unit sepeda
kargo dan 2 unit gergaji mesin

- Tim Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Terpadu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) bersama Polda Riau melakukan operasi
melibatkan 456 personel sejak 18 hingga 22
November 2020 dan mengamankan 404
batang kayu gelondong, 2.559 keping kayu
olahan dari penampung kayu ilegal di Desa

4

https://www.halloriau.com/read-hukrim-131248-2020-06-14-aktivitas-illegal-logging-

ditemukan-di-tntn-pelalawan-pelaku-melarikan-diri.html
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5 http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail /191

6

Teratak Buluh, Kabupaten Kampar dan 260
batang kayu gelondong di Sungai Subayang

dan Dermaga Kayu Desa Gema, Kabupaten
Kampar. Tim juga mengamankan 2 truk, 12
mesin bandsaw pengolah kayu, 7 mesin diesel
penggerak, dan 25 bilah mata gergaji bandsaw.
Semua barang bukti saat ini diamankan di Kantor
Seksi Wilayah Il Balai Gakkum KLHK Sumatera®.

ALAMARI

a. Karhutla PT Arara Abadi

Ditengah Covid-19, kebakaran hutan dan lahan
masih terjadi di areal korporasi. Pada 2 - 6

Juli 2020 Jikalahari melakukan investigasi ke
areal konsesi PT Arara Abadi distrik Sorek. Di
lapangan tim melihat proses pemadaman/
pendinginan sedang dilakukan Manggala Agni
dan tim dari PT Arara Abadi. Areal terbakar
merupakan lahan bekas staking yang akan
ditanam akasia. Berdasarkan analisis melalui
Citra Sentinel 2, luas karhutla mencapai 83 ha.

Di lapangan tim menemukan:

1. Lokasi kebakaran di dalam konsesi PT Arara
Abadi

2. Kebakaran terjadi di areal bekas staking
yang akan ditanam akasi

3. Tidak ada menara pemantau api di sekitar
areal terbakar

4. Lokasi kebakaran jauh dari pemukiman
masyarakat dan berada di ujung konsesi PT
Arara Abad

https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/27/11/2020/242189/gakkum-klhk-dan-pol-

da-riau-bongkar-illegal-logging-di-rimbang-baling.html
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5. Lokasi kebakaran bekas terbakar pada 2015-
2017

6. Terdapat pembuatan kanal baru di konsesi
PT Arara Abadi.

Jikalahari juga telah melaporkan PT Arara

Abadi ke Polda Riau pada 4 Agustus 2020
terkait dugaan tindak pidana perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup dan melanggar
ketentuan Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada. Hingga kini belum ada
tindak lanjut dari Polda Riau.

b. PT RAPP Menebang Hutan Alam dan Merusak

Gambut (Koperasi Koto Intuok)
Koperasi Koto Intuok

Pada 18 - 21 Juni 2020, Jikalahari melakukan
investigasi terkait rencana penebangan hutan
alam yang akan dilakukan oleh PT Nusa Prima
Manunggal (NPM) anak perusahaan APRIL
Grup. Investigasi ini berasal dari laporan
masyarakat terkait penolakan dari Kepala Desa
Pulau Padang dan tokoh masyarakat terkait
rencana pembukaan hutan alam oleh PT
NPM yang bekerjasama dengan Koperasi Koto
Intuok melalui izin Hutan Kemasyarakatan
(HKm) Koperasi Koto Intuok.

Koperasi Koto Intuok mendapatkan Izin HKm
pada 2018 dengan SK. 4433/MENLHK-PSKL/
PKPS/PSL.O/6/2018 seluas 1.565 hektar
pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa
Pulau Padang, Kecamatan Singingi, Kabupaten
KKuantan Singingi.

Di lapangan tim menemukan:

a. Areal masih berupa hutan alam yang masih
lebat dengan tegakan kayu tinggi lebih 50
meter dan sangat rapat.

b. Di sekitar hutan masih ditemukan
jejak harimau, beruang dan babi yang
menandakan hutan tersebut merupakan
habitat bagi satwa liar.

c. Areal memiliki kontur berbukit, tanah
mineral dan berbatuan.

d. Areal berbatasan langsung dengan PT RAPP
Sektor Petai yaitu tanaman akasia dan hutan
alam

e.Jarak dari desa ke lokasi sekitar 40 km, salah
satu jalan yang bisa dilalui yaitu melewati
konsesi PT RAPP Sektor Petai, dengan
kondisi jalan tanah berlobang yang hanya
bisa dilalui mobil double cabin.

f. Hasil pertemuan dengan masyarakat di
kantor Desa Pulau Padang pada 18 Juni
2020, menyatakan mereka menolak Izin
HIKm karena anggota koperasi didominasi
masyarakat di luar Desa Pulau Padang dan
akan menghancurkan hutan alam yang
menjadi penyangga Suaka Margasatwa Bukit
Rimbang Bukit Baling.

g. Pada 17 Juni 2020, kepala desa menyurati
Pokja Perhutanan Sosial Dinas LHK Prov.
Riau perihal Penolakan Masyarakat dan
Permohonan Evaluasi Terhadap Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Koto
Intuok.
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PT RAPP Distrik Siak

Selain berencana menebang hutan alam

di areal Koperasi Koto Intuok, APRIL Grup
melaluai PT RAPP distrik Siak telah melakukan
pembukaan hutan alam dan merusak gambut.
Pada 27 Juli - 2 Agustus 2020, Jikalahari
melakukan investigasi untuk mendapat data
dan informasi terkait pembukaan kanal dan
areal yang telah ditanam akasia oleh oleh PT
RAPP.

Di lapangan, tim menemukan:

a. Melakukan Land Clearing dengan Menebang
Hutan Muda dan Sawit Masyarakat

b. Pembuatan Kanal Baru di Kawasan Gambut
Dalam

c. Pembersihan dan Pelebaran Kanal

d. Areal tanaman akasia merupakan bekas
terbakar 2015 - 2017

e. Areal tanaman akasia masuk zona merah

prioritas restorasi gambut pasca terbakar
2015-2017 BRG

f. Areal landclearing dan stacking dan sudah
ditanam akasia

g. Areal yang ditanam akasia merupakan lokasi
konflik dengan masyarakat Desa Dayun

c. 12 Korporasi Karhutla yang Disegel KLHK

Pada 16 September 2019, Penegak Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Gakkum KLHK) merilis telah
menyegel 11 konsesi korporasi diduga
penyebeb kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) di Provinsi Riau. Perusahaan yang

disegel adalah PT Arara Abadi, PT Wana Subur
Sawit Indah, PT Gelora Sawit Makmur, PT
Sumber Sawit Sejahter, PT Tabung Haiji Indo
Plantation (THIP), PT Teguh Karsa Wahana
Lestari (TKWL ), PT Riau Andalan Pulp and
Paper (RAPP) dan PT Sumatera Riang Lestari
(SRL), PT Gandaerah hendana (GH), PT Teso
Indah (T1) dan PT Adei Plantation Industri.

Investigasi dilakukan tiga kali. Pertama, pada
5 - 15 November 2019 di PT TKWL, PT Arara
Abadi (AA), PT WSSI, PT RAPP di Kabupaten
Siak dan PT SSS dan GH di Kabupaten
Pelalawan. Kedua, pada 11 - 21 Desember
2019 di PT SRL, PT TI, PT THIP dan PT AP di
Kabupaten Indaragiri Hilir (Inhil), Indaragiri
Hulu (Inhu) dan Pelalawan. Ketiga pada 10 -
19 Januari 2020 di PT SRL Rupat, PT GSM, PT
Musim Mas dan PT AP di Kabupaten Bengkalis,
Siak dan Pelalawan.

Hasil investigasi menemukan: pertama,
perusahaan kembali menanam sawit pasca
kebakaran, tim menemukan bibit sawit yang
akan ditanam di lokasi kebakaran PT Teguh
KKarsa Wana Lestari. Kedua, PT Teguh Karsa
Wana Lestari memasang pagar kawat berduri
di areal terbakar. Ketiga, di PT Gandaerah
Hendana, lahan yang terbakar merupakan
sawit tidak produktif. Sawit produktif yang
berbatasan dengan sawit tidak produkti tidak
terbakar.

Keempat, di sekitar lokasi terbakar, tim tidak
menemukan tower pemantau api milik
perusahaan. Kelima, dari 12 perusahaan 7
perusahaan yang terbakar merupakan lahan
konflik dengan masyarakat yang berada
dalam konsesi perusahaan. Keenam, lahan
yang terbakar berada di lahan gambut
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dengan kedalaman 1 meter PT Sumber Sawit
Sejahtera, 2 - 4 meter PT Adei Plantation

dan PT Sumatera Riang Lestari, lebih 4 meter
PT Arara Abadi, PT Gandaerah Hendana, PT
Gelora Sawit Makmur, PT RAPP, PT Tabung
Haji Indo Plantation, PT Tesso Indah, PT Teguh
Karsa Wana Lestari dan PT Wana Subur Sawit
Indah. Ketujuh, PT SRL blok IV Rupat dan
Blok VI Bayas-Kerumutan tidak ditemukan
plang segel KLHK maupun Polda Riau, tapi di
lapangan benar terjadi kebakaran.

d. Realisasi Restorasi Gambut, karhutla dan

Konflik di 8 Korporasi HTI

Pada 30 Agustus - 8 September 2020
Jikalahari melakukan investigasi komitmen
perlindungan gambut dan konflik korporasi
hutan tanaman industry (HTI) di Riau.
Investigasi dilakukan di 9 perusahaan HTI, PT
RAPP Pulau Padang, PT Suntara Gajapatih,

PT Ruas Utama Jaya, PT SRL Rupat, PT Arara
Abadi Distrik Duri, PT Balai Kayang Mandiri, PT
Seraya Sumber Lestari, Rimba Mandau Lestari
dan PT Rimba Peranap Indah.

Dari pengamatan di lapangan, tim menemukan
berbagai informasi terkait komitmen restorasi
gambut di areal pasca kebakaran 2015-2017
dan konflik yang terjadi di areal konsesi HTI:

1. Terdapat tanaman akasia dalam zona pasca
terbakar 2015/2017 Peta Indikatif Restorasi
Badan Restorasi Gambut (PIR/BRG) dalam
areal konsesi PT RAPP, PT SRL Rupat, PT
Arara Abadi Distrik Duri, PT Seraya Sumber
Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT
suntara Gajapatih

2. Ditemukan 1 Bedeng dan 1 eskavator untuk
pembukaan lahan baru di zona merah yang
mana di dalamnya di tumbuhi tanaman
karet di konsesi PT SRL Rupat

3. Masih terjadi konflik antara Masyarakat Suku
Sakai dengan PT Arara Abadi Distrik Duri
dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal
dengan PT Rimba Peranap Indah

4. PT Arara Abadi Distrik Duri sedang panen
akasia di dalam zona pasca terbakar
2015/2017 Peta Indikatif Restorasi Badan
Restorasi Gambut (PIR/BRG)

5. Terdapat areal bekas panen dalam zona
pasca terbakar 2015/2017 Peta Indikatif
Restorasi Badan Restorasi Gambut (PIR/
BRG) di PT Balai Khayang Mandiri

6. Terdapat tunggul akasia bekas panen
yang berada dalam zona pasca terbakar
2015/2017 Peta Indikatif Restorasi Badan
Restorasi Gambut (PIR/BRG) di PT Rimba
Mandau Lestari

7.Pada aeral bekas kebakaran tahun 2015
- 2017 di PT Suntara Gajapatih terdapat
tanaman kelapa sawit milik masyarakat.

8. Terdapat pembukaan hutan alam dan kanal
baru di PT Suntara Gajapatih dan PT Ruas
Utama Jaya.
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KONELIK

a. Masyarakat Hukum Adat dengan Korporasi

Ditengah Covid-19, konflik dan kriminalisasi
masyarakat adat di Riau masih terjadi.
Berikut catatan Jikalahari terkait konflik dan
kriminalisasi masyarakat adat di tengah
Pandemi Covid-19:

Bongku Vs PT Arara Abadi

Pada Minggu 3 November 2019, Bongku
ditangkap oleh sekuriti PT Arara Abadi lalu
diserahkan ke Polsek Pinggir, Bengkalis karena
menebang setengah hektar akasia eukaliptus
PT Arara Abadi di wilayah adat Suku Sakai. Lalu
pada 18 Mei 2020, Majelis Hakim PN Bengkalis
menghukum Bongku setahun penjara, denda
Rp200 juta karena menebang akasia-eukaliptus
seluas setengah hektar di dalam konsesi PT
Arara Abadi.

Pada 10 Juni 2020, Bongku Bin Jelodan
dinyatakan bebas melauiasimilasi sesuaidengan
Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang
syarat pemberian asimilasi dalam pencegahan
dan penanggulangan penyebaran Covid-19
serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-19.PK.0104.04 tahun
2020 tentang pengeluaran dan pembebasan
melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan penyebaran Covid-19

5 Masyarakat Siberakun Vs PT Duta Palma

Pada 6 Mei2020, KepolisiandariPolres Kuansing
melakukan pemanggilan via telepon kepada
Hardianto (Koordinator Operasional Pejagaan

Lahan sengketa) dan Karnadi (Kades Siberakun)
dan langsung menahan keduanya, lalu pada 7
Mei 2020, Polres Kuansing kembali memanggil
3 orang masyarakat Kenegerian Siberakun yaitu;
Yahya Haumi, Zalhendri dan Dariusman terkait
kasus kebakaran eskavator. Kasus ini berawal
dari pemutusan jalan dan akses lewat ke kebun
masyarakat oleh PT Dutapalma dan sengketa
lahan masyarakat adat yang dijanjikan oleh PT
Duta Palma tidak pernah direalisasikan.

Pada 28 September 2020, Majelis Hakim PN
Teluk Kuantan menghukum Karnadi pidana
penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Dengan lisan menghasut supaya
dilakukan perbuatan yang dapat dihukum”

Sedangkan Hardianto, Zalhendri, Dariusman,
Yahya Haumi pidana penjara selama 4 (empat)
tahun karena terbukti secara umum dan sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Dimuka umum secara bersama-sama
melakukan kekerasan terhadap barang”

b.Satwa vs Manusia

Selain konflik agraria, konflik Satwa dan
Manusia kerap terjadi di Riau disebabkan
hilangnya hutan habitat satwa liar dijadikan
perkebunan sawit dan HTI. Sepanjang 2020
berikut catatan Jikalahari terkait konflik satwa
dan manusia:

1. Pada 21 )anuari 2020, Beruang Madu
muncul berkeliaran ke pemukiman warga
di RT 15 Kelurahan Bukit Timah, Km 3,
Kecamatan Dumai Selatan. BKSDA Kota
Dumai langsung bertindak memasang
perangkap.
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2. Seekor gajah Sumatera mati ditemukan di
area HTI PT Arara Abadi Desa Koto Pait,
Kecamatan Tualang Mandau Kabupaten
Bengkalis pada 7 Februari 2020.

3. Dua harimau sumatera muncul di areal
perkebunan kelapa sawit milit PT Surya
Bratasena Plantation (SBP) 25 Februari
2020 di areal Blok T6 Afdeling 3, antara
Desa Sorek 2 dan Desa Tarantang Manuk,
IKecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan.

4.Pada 29 Maret 2020, seekor harimau betina

berusia 5 tahun terkena jerat diperkirakan
terjerat selama 3 hari di sempadan sungai
atau kanal sangar Blok Meranti, di areal
HTI PT RAPP di Kecamatan Teluk Meranti,
Pelalawan.

5.Pada 4 Juni 2020, Sopian (50) warga Desa
Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana,
Bengkalis saat menyadap karet dikebun
miliknya diserang harimau sekitar pukul

07.00 WIB dan beruntung selamat setelah

melakukan perlawanan dan sempat
memanjat pohon setinggi 3 meter.

6. Kawanan gajah berkeliaran di kebun petani
Desa Sotol, Langgam, Pelalawan dan

merusak tanaman karet dan pisang pada 23

Juni 2020.

7. Pada 2 September 2020 Seekor Harimau
Sumatera betina dewasa mati dan sudah
membusuk di hutan produksi berlokasi 45

meter dari batas konsesi PT Seraya Sumber

Lestari, Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil

neukropsi, harimau Sumatera itu mati akibat
terkena jerat, ucap Kepala Bidang Wilayah II

BBKSDA Riau Heru Sutmantoro.

PENEGAKAN HUKUM

Selama 2020, Jikalahari bersama dengan Senarai
melakukan pemantauan jalannya persidangan
sebagai proses penegakan hukum perkara karhutla
dan korupsi yang terjadi di Riau. Total ada 2 kasus
korupsi, 5 kasus karhutla, 1 kasus kriminalisasi
masyarakat adat, 1 kasus gugatan perdata dan

4 kasus perambahan. Berikut rincian kasus dan
perkembangan persidangan dari masing-masing
perkara.

WEBSITE: WWW.JIKALAHARLOR.ID  TWITTER : @_JIKALAHARI_ [agar



Abdul Arifin (Jan - Juni 2020)

Abdul Arifin atau Bathin Hitam Sei Medang
menjadi terdakwa kasus perambahan kawasan
konservasi Taman Nasional Tesso Nilo. la menanam
sawit dalam kawasan hutan tanpa izin dari menteri.
Abdul Arifin menanam karet dan mendirikan
rumah dalam zona rehabilitasi TNTN. Namun
menurut Arifin areal yang ia kelola merupakan
tanah ulayat milik masyarakat adat Sungai Medang
dan ia selaku Bathin berhak mengelola areal
tersebut.

Abdul Arifin divonis penjara 1 tahun 6 bulan dan
denda Rp 50 juta karena terbukti menanam dalam
kawasan konservasi yang melanggar Pasal 40 ayat
2 Jo Pasal 33 ayat 3 UU Ri Nomor 5 Tahun 1999
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Abdul Arifin (Mei - Juni 2020)

Abdul Arifin juga menjadi terdakwa untuk lokus
yang berbeda. Kali ini ia menanam sawit seluas

15 ha, kebun jeruk 2 ha dan sisanya untuk tapak
rumah 28 Kepala Keluarga masyarakat Dusun Il
Sei Medang di areal izin IUPHHK HTI milik PT
Arara Abadi. la didakwa karena telah melakukan
kegiatan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Abdul Arifin divonis penjara 2 tahun dan denda
Rp 2 miliar karena terbukti menanam dalam
kawasan hutan tanpa izin yaitu menanam sawit
dalam kawasan izin PT Arara Abadi
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Bongku Bin Jelodan (Maret - Mei 2020)

Bongku Bin Jelodan adalah masyarakat adat

suku Sakai. la didakwa karena telah melakukan
penebangan pohon akasia dalam konsesi milik PT
Arara Abadi di Distrik Duri Km 38. la menebang 10
batang pohon eukaliptus untuk lahannya ia olah
menanam ubi manggalo

Pada 18 Mei 2020, Bongku divonis penjara 1 tahun
dan denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan
karena terbukti menebang pohon dalam kawasan
hutan tanpa izin menteri

PT Tesso Indah (Maret - Agustus 2020)

Areal perkebunan sawit milik PT Tesso Indah

di Estate Rantau bakung, Rengat Barat, Inhu ini
terbakar 2 kali selama Agustus 2019. Pertama
terjadi pada 19 Agustus dan kedua pada 26
Agustus. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 63,2
ha lahan sawit mereka hangus terbakar.

Pada 4 Agustus 2020 majelis hakim memvonis
PT Tesso Indah terbukti bersalah melanggar pasal
99 ayar 1 jo Pasal 116 ayat 1 huruf b UU 32/2009
tentang PPLH. PT Tesso Indah di denda Rp 1
miliar dan pidana tambahan berupa perbaikan
lingkungan akibat kebakaran yang terjadi dengan
biaya sebesar Rp 24 miliar.




Gugatan YMRR vs PT PEU, KLHK dan
DisLHK (4 - 18 Juni 2020)

YMRR mengajukan gugatan kepada PT Padasa
Enam Utama, KLHK, DisLHK karena telah
melakukan perambahan kawasan hutan tanpa izin
menteri karena PT PEU tidak memiliki izin HGU
dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
telah melakukan aktivitas tanpa izin.

Pada 18 Juni saat sidang ke3 pemeriksaan kedudukan
penggugat, majelis hakim menyatakan YMRR dinilai
belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan,
sehingga gugatannya ditolak.

PT Gelora Sawit Makmur dan PT WSSI
(Sept - sekarang)

Areal kedua perusahaan sawit yang bersebelahan
ini terbakar pada 19 Juli 2019. Kedua terdakwa
didakwa karena telah melanggar pasal 98/99 ayat
1 jo pasal 116 ayat 1 huruf b UU 32 tahun 2009
tentang PPLH. Akibat dari kebakaran seluas 110
dan 140 ha di masing-masing perusahaan telah
akibatkan terlampauinya baku mutu udara serta
baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Pada 1 Desember 2020 lalu, Jaksa Penuntut
Umum membacakan tuntutan untuk kedua
terdakwa. Jaksa menunutut keduanya terbukti
karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan
lingkungan hidup atau melanggar pasal 99.
Keduanya dituntut membayar denda Rp 3 miliar
dan melakukan perbaikan kerusakan lingkungan
sebesar Rp 40,8 miliar untuk PT GSM dan Rp 52,4
miliar untuk PT WSSI. Putusan diagendakan akan
dibacakan pada Januari 2021.

PT Adei Plantation and Industry (Juli -
November 2020)

Lahan PT Adei Plantation and Industry, perusahaan
sawit yang merupakan anak usaha KLK Group

asal Malaysia terbakar untuk kedua kalinya pada 7
September 2019. Sekitar 4,16 ha areal kebun sawit
tersebut terbakar dari sore pukul 16.30 dan baru
berhasil dipadamkan pada pukul 10 malam.

Pada 12 November 2020, majelis hakim memvonis
PT Adei terbukti bersalah melanggar pasal 99 ayar
1jo Pasal 116 ayat 1 huruf b UU 32/2009 tentang
PPLH. PT Adei dihukum membayar denda Rp 1 miliar
dan melakukan pemulihan lingkungan sebesar Rp 2,9
miliar.

Amril Mukminin (Juni - November 2020)

Amril Mukminin didakwa karena melakukan
korupsi berupa menerima hadiah uang secara
bertahap sebesar Rp 5,2 miliar dari PT Citra
Gading ASritama (PTCGA) untuk memenangkan
perusahaan tersebut dalam tender proyek
pembangunan multi years jalan Suri - Sei Pakning
yang memakai APBD Bengkalis 2017 - 2019.

Pada 9 November 2020, majelis hakim memvonis
Amriil Mukminin terbukti bersalah dan dikenai
pidana penjara 6 tahun, denda Rp 500 juta serta
pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah
masa tahanan.




Suheri Terta (Juni - September 2020)

Suheri Terta menjadi tersangka penyuapan
terhadap Annas Maamun melalui Gulat Manurung
sebesar Rp 3 miliar dari Rp 8 miliar yang dijanjikan
untuk memasukkan kebun PT Palma Satu, PT
Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama dan
PT Seberida Subur di Inhu kedalam Revisi Usulan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan menjadi Bukan
IKawasan Hutan pada 2014 silam. Suheri sempat
melarikan diri dan masuk dalam DPO. Dalam
persidangan Suheri berkilah bahwa ia tidak pernah
menjanjikan uang dan memberikan uang tersebut
kepada Annas Maamun melalui Gulat Manurung.
Namun dalam kesaksiaan di persidangan, Gulat
mengatakan ia jelas menerima uang tersebut dan
memberikannya kepada Annas Maamun.

Pada 9 September 2020 majelis hakim memvonis
bebas Suheri Terta. la dinyatakan tidak terbukti
bersalah memberikan uang kepada Annas Maamun
lewat Gulat Manurung. Menurut majelis hakim hanya
keterangan Gulat yang menyampaikan menerima
uang,s edangkan keterangan Annas berubah-ubah.
Karena tidak adanya kesesuaian antara keterangan
dan tidak didukung dengan barang bukti lainnya,
majelis berpendapat Suheri Terta tidak terbukti
bersalah.
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Selain melakukan pemantauan jalannya
persidangan perkara kejahatan lingkungan dan
korupsi, Jikalahari juga terus memfollow-up
penanganan penegakan hukum kasus-kasus yang
telah Jikalahari laporkan ke aparat penegak hukum.
Berikut catatan perkembangan penegakan hukum
dari laporan Jikalahari:

A.Penanganan Kasus 20 Korporasi terlibat
Korupsi Kehutanan

Pasca terbuktinya Azmun Jaafar Bupati
Pelalawan, Arwin AS Bupati Siak, Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Riau mulai dari
Asral Rahman, Syuhada Tasman hingga
Burhanuddin Husein sampai Gubernur Riau
Rusli Zainal bersalah dalam kasus korupsi
penerbitan izin IUPHHKHT untuk 20
korporasi di Slak dan Pelalawan, Jikalahari
terus mendorong KPK untuk menindak
perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut
ke pengadilan.

Ke 20 perusahaan HTI ini merupakan pemasok
untuk APRIL dan AP Group. Perusahaan
tersebut diantaranya: PT Selaras Abadi Utama,
PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani
Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara
Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra
Hutani Jaya, PT Triomas FDI, PT Madukoro, CV
Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung
Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia
dan CV Mutiara Lestari berada di Pelalawan.
Sedangkan 5 korporasi lainnya yang berada di
Siak adalah PT Bina Daya Bintara, PT Seraya
Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT
Rimba Mandau Lestari dan PT National Timber
and Forest Product.
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Tiga kepala dinas kehutanan serta Gubernur
Riau Rusli Zainal terbukti menerbitkan
IJUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas
hutan alam yang merugikan keuangan negara
dan menguntungkan kedua puluh korporasi.
Berdasarkan fakta persidangan-akibat
pemberian izin yang tidak sah tersebut, negara
dirugikan triliunan rupiah dan menimbulkan
kerusakan hutan yang dapat dilihat dari
hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi
HTI-IUPHHKHT “legal” Dari kasus terpidana
yang melibatkan 20 korporasi tersebut, total
Negara telah dirugikan Rp 3 Triliun.

Namun, sudah 12 tahun berlalu sejak 2007,
perkara ini belum juga ditindaklanjuti oleh KPK.

B.Penanganan Kasus SP3 15 Korporasi Karhutla

Pada 2016, Polda Riau menerbitkan SP3 untuk
15 korporasi yang menjadi tersangka karhutla
pada 2015 di Riau. Perusahaan-perusahaan
ini diantaranya: PT Bina Daya Laksana,

PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT
Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari
, PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati, PT
KUD Bina Jaya Langgam, PT Pan United, PT
Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT
Parawira, PT Riau Jaya Utama, PT Bukit Raya
Pelalawan, PT Dexter Rimba Perkasa dan PT
Ruas Utama Jaya.

Setelah 4 tahun berlalu, Kapolda Riau pun
telah silih berganti, tak ada yang berani

untuk membuka SP3 ke 15 perusahaan yang
telah menjadi tersangka tersebut. Padahal
berdasarkan hasil evaluasi dari tim independen
Mabes Polri, dari 15 SP3 tersebut, setidaknya
ada 6 korporasi yang layak perkaranya dibuka

kembali. Namun hingga detik ini, SP3 ke

15 perusahaan tetap belum dicabut dan
perkaranya tidak tersentuh sama sekali oleh
Polda Riau.

C.Penanganan SP3 14 Korporasi lllegal Logging

Tepat pada 22 Desember 2020, sudah 12
tahun berlalu kasus SP3 Illegal logging 14
korporasi HTI di Riau dan tidak ada upaya dari
penegak hukum untuk kembali membuka
kasus ini. Padahal 14 korporasi HTI yang
terafiliasi dengan APP dan APRIL Group

ini jelas menebang hutan alam Riau dan
mengakibatkan kerugian mencapai Rp 2 ribu
triliun.

Ke 14 perusahaan itu diantaranya: PT Arara
Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba
Mandau Lestari, PT Wana Rokan Bonai Permai,
PT Inhil Hutan Pratama dan PT Suntara Gaja
Pati yang menyuplai kayu ke PT Indah Kiat
Pulp and Paper, anak usaha APP Group. Selain
itu ada juga PT Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP), PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra
Kembang Selaras, PT Madukoro, PT Citra
Sumber Sejahtera, PT Bukit Betabuh Sei Indah,
PT Nusa Prima Manunggal dan PT Anugerah
Bumi Sejahtera yang menyuplai kay uke PT
RAPP, anak usaha APRIL Group.

Padahal pada 2006-2007 14 korporasi, 7
korporasi APP Grup dan 7 korporasi terafiliasi
ke APRIL Grup telah ditetapkan sebagai
tersangka kasus illegal logging oleh Polda
Riau saat itu yang dipimpin Brigjen Pol
Sutjiptadi. Namun 14 korporasi HTI tersebut
diSP3 sebulan setelah Brigjend Pol Sutjiptadi
digantikan oleh Brigjen Pol Hadiatmoko.
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PEMERINTAH SEPANJANG 2(

Jikalahari mencatat sepanjang 2020 berbagai kebijakan berkaitan dengan penanganan Covid-19 serta
persoalan lingkungan hidup dan kehutanan diterbitkan oleh pemerintah. Tercatat ada 1 Undang-undang,
1 Perpu, 5 Peraturan Pemerintah, 10 Keputusan Presiden, 3 Intruksi Presiden dan 19 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut rincian dari masing-masing kebijakan:

Jenis

Kebijakan

Tentang

Tanggal Diundang-
kan

uu

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

18 Mei 2020

PERPU

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistemn Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan
/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistemn Keuangan

31 Maret 2020

PP

49

Penyesuaian luran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

1Sep 2020

PP

43

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/
Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistemn Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional

04 Agustus 2020

PP

29

Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19)

09 Juni 2020




PP

23

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional

11 Mei 2020

PP

21

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

31 Maret 2020

PERPRES

108

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Pemulihan Ekonomi Nasional

10 Nov 2020

PERPRES

99

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

06 Okt 2020

PERPRES

92

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

17 Sep 2020

PERPRES

82

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan
Pemulihan Ekonomi Nasional

20 Juli 2020

PERPRES

52

Pembangunan Fasilitas Observasi Dan Penampungan Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Atau
Penyakit Infeksi Emerging Di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau

31 Maret 2020

KEPPRES

18

Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

3 Sep 2020

KEPPRES

12

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional

13 April 2020

IKEPPRES

11

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

31 Maret 2020

KEPPRES

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

20 Maret 2020

IKEPPRES

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus/Disease 2019
(Covid-19)

13 Maret 2020

INPRES

Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

04 Agustus 2020

INPRES

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang

Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

20 Maret 2020

39
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INPRES 3 |Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan 28 Februari 2020
PERMEN LHK | 6 |Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang 23 Januari 2020
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal
PERMEN LHK | 4 |Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 17 Januari 2020
PERMEN LHK | 3 |Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan 17 Januari 2020
PERMEN LHK | 27 |Pengelolaan Sampah Spesifik 8 Juni 2020
PERMEN LHK | 26 |Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan 20 Mei 2020
PERMEN LHK | 24 |Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate 26 Oktober 2020
PERMEN LHK | 23 |Laboratorium Lingkungan 21 Oktober 2020
PERMEN LHK | 22 |Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 21 Oktober 2020
Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Phpl.3/1/2016 Tentang
Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau luphhk Hutan Tanaman Industri
Pada Hutan Produksi
PERMEN LHK | 20 |Persyaratan Dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut | 16 Oktober 2020
PERMEN LHK | 2 |Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 13 Januari 2020
Kehutanan Nomor P105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif,
Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan
Dan Lahan
PERMEN LHK | 18 |Pemanfaatan Limbah B3 18 Agustus 2020
PERMEN LHK | 17 |Hutan Hak Adat Dan Hutan Hak 14 Agustus 2020
PERMEN LHK | 16 |Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan 7 Agustus 2020
Kehutanan Tahun 2020-2024
PERMEN LHK | 15 |Pelaksanaan Dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan 24 Juli 2020
Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Di Kawasan
Ekonomi Khusus
PERMEN LHK | 14 |Indeks Standar Pencemar Udara 13 Juli 2020
PERMEN LHK | 13 |Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan 19 Mei 2020
Hutan
PERMEN LHK | 12 |Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 14 Mei 2020
PERMEN LHK | 11 |Hutan Tanaman Rakyat 12 Mei 2020
PERMEN LHK | 10 |Tata Cara Uji Karakteristik Dan Penetapan Status Limbah Bahan 17 April 2020

Berbahaya Dan Beracun
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A. JR RTRWP

Pada 12 Agustus 2019, Jikalahari bersama Walhi
Riau mendaftarkan Permohonan Keberatan
(Judicial Review) ke Mahkamah Agung terhadap
Perda 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Prvovinsi Riau. Permohonan

JR didaftarkan langsung ke Mahkamah agung
melalui kuasa hukum dan diterima oleh
Supriadi, S.H., M.H. Kepala Seksi Penelaahan
Berkas Perkara Hak Uji Materil Mahkamah
Agung.

Berikut pasal-pasal yang menjadi objek
permohonan gugatan:

a. Ketentuan mengenai outline dalam Pasal
1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat
(1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf d, Pasal 71
ayat (1) dan ayat (2) Perda RTRW Provinsi

Riau.

b. Ketentuan mengenai perhutanan sosial
dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e Perda RTRW
Provinsi Riau.

c. Ketentuan mengenai kawasan bergambut
dalam Pasal 25 ayat (1) dan (4) dan Pasal 72
ayat (3) Perda RTRW Provinsi Riau.

Berdasarkan putusan perkara nomor 63 P/
HUM/2019 yang diputuskan pada 3 Oktober
2019 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

Dr Irfan Fachruddin, SH, CN dan Dr H Yodi
Martono Wahyunadi bersama Dr H Supandi
SH, MHum, majelis mengabulkan permohonan
keberatan hak uji materiil yang diajukan
Jikalahari bersama Walhi.

Pasal yang dikabulkan diantaranya, Pasal 1
angka 69, Pasal 23 ayat 4, Pasal 38 ayat 1

dan 2, Pasal 46 ayat 2 huruf ¢, d dan e dan
Pasal 71 ayat 1 dan 2 dalam Perda Provinsi
Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau Tahun
2018 - 2038 karena bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Putusan ini mengabulkan 5 dari 7 pasal
yang digugat Jikalahari. Hakim menyatakan
pasal-pasal yang dikabulkan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut

Pasal yang dikabulkan diantaranya:
Pasal 1 angka 69

“Outline adalah delineasi rencana penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang
digambarkan pada peta rencana pola ruang
rencana tata ruang wilayah Provinsi”

Pasal 23 ayat 4

“Kawasan yang belum mendapatkan
persetujuan substansi perubahan fungsi
dan peruntukan kawasan hutan menjadi
bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya
dari Menteri yang membidangi Kehutanan
dimasukkan sebagai kawasan Outline”

Pasal 38 ayat 1dan 2

1. Rincian pengaturan kawasan hutan yang
dilakukan Outline tersebar di seluruh wilayah
Provinsi dengan fungsi kawasan terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan permukiman;

b. Kawasan peruntukan Infrastruktur,
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fasilitas sosial dan fasilitas umum;
c. Kawasan peruntukan industri;

d. Kawasan peruntukan perkebunan
rakyat;

e. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
f. Kawasan peruntukan hutan lindung;
g. Kawasan peruntukan perikanan; dan

h. Kawasan peruntukan pertanian.

2. Perubahan peruntukan kawasan hutan,

perubahan fungsi kawasan hutan, dan
penggunaan kawasan hutan dalam
pengaturan kawasan hutan yang sudah
dilakukan Outline sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan mendapat Rekomendasi dari Pimpinan
DPRD.

Pasal 46 ayat 2 huruf cddan e

Program pengembangan kawasan hutan
produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a terdiri dari:

c. Program pengembangan pada kawasan
hutan produksi yang dapat di konversi
(HPK) untuk kegiatan non kehutanan
dapat dilakukan pada areal Outline;

d. Pengembangan kawasan non
kehutanan yang berada diluar Outline
tidak dapat diberikan rekomendasi/
persetujuan oleh pemerintah daerah
kecuali dilakukan revisi Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah;

e. Pemanfaatan kawasan hutan untuk
Perhutanan Sosial (PS) dan penggunaan
kawasan hutan untuk Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA) sebelum
mendapat rekomendasi dari Gubernur
terlebih dahulu dilakukan pembahasan
bersama DPRD.

Pasal 71 ayat 1 dan 2

(1)Pusat permukiman, fasilitas sosial, dan
fasilitas umum dengan kondisi eksisting baik
yang sudah termuat dalam peta maupun
yang belum termuat dalam peta, tetapi
berada dalam kawasan hutan berdasarkan
-92- keputusan Menteri yang membidangi
kehutanan, dilakukan outline dari kawasan
hutan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2)Pusat permukiman, fasilitas sosial,
dan fasilitas umum yang telah selesai
dilakukan outline dari kawasan hutan,
maka pemanfaatan ruangnya dapat
langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi
peruntukannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Konsep Riau Hijau

Pada 20 Agustus 2019, Gubri Syamsuar
menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau
Tahun 2019 - 2024. Dalam RPJMD Gubri
syamsuar telah memasukan program Riau
Hijau. Perwujudan Riau Hijau dimasukan dalam
tujuan dari pencapaian vis dan misi. Dalam misi
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2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur
daerah yang merata, berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan, Syamsuar merumuskan
tujuan Mewujudkan pembangunan yang
berwawasan lingkungan (RIAU HIJAU).

Dalam mendukung komitmen Gubernur untuk
menuju Riau Hijau, Jikalahari bersama ahli yang
terdiri dari: Prof Hariadi Kartodiharjo, Datuk Al
Azhar, Edvan Darlis, M.Si, Nursamsu, S.P, Riko
Kurniawan dan Susanto Kurniawan menyusun
Konsep Riau Hijau yang akan diserahkan
kepada Gubernur Riau.

Pada 2 Oktober 2020, Jikalahari telah
menyerahkan Konsep Riau Hijau kepada
Bappeda Provinsi Riau untuk disampaikan
kepada Gubernur Riau

. Ranperda Siak Hijau

Pada 22 Juli 2016 Bupati Siak, Syamsuar
mendeklarasikan Siak sebagai Kabupaten
Hijau. Dengan tujuan: pengelolaan
sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya
bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan
prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan
sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi
masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan
pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah
dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi
dan Intensifikasi.

Program kabupaten hijau Sejak
pencanangannya, mendapatkan dukungan
yang baik dari berbagai Organisasi Masyarakat
Sipil (OMS) yang peduli terhadap lingkungan
baik lokal maupun nasional. Salah satu
bentuk konkritnya, mereka membentuk

dan mendeklarasikan forum bersama untuk
mendukung Kabupaten Siak Hijau pada tahun
2017 yang bernama SEDAGHO SIAK.

Salah satu bentuk dukungan dari SEDAGHO
SIAK untuk implementasi program kabupaten
hijau adalah dengan menyusun peta jalan
(roadmap) Siak hijau. Selain itu Jikalahari juga
mendukung Perbup Siak Hijau menjadi Perda
Siak Hijau. Jikalahari bersama Prof. Bambang
Hero Saharjo, Dr. Saiffudin Syukur dan Dinas
LHK Siak telah menyusun Naskah Akademik
Ranperda Siak Hijau untuk diusulkan pada
Prolegda 2021.

Ranperda Siak Hijau telah ditetapkan masuk
dalam Prolegda Kabupaten Siak tahun 2021.
Keteatpan tersebut diputuskan berdasarkan
SK DPRD Siak no. 9 Tahun 2020 tentang
pembentukan peraturan daerah Kabupaten
Siak 2021 dalam sidang paripurna DPRD Siak
pada 21 Desember 2020.

. Ranpergub Pengakuan MHA

Pada 22 Mei 2018, Plt gubernur Riau, Wan
Thamrin Hasyim, menandatangani Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk dapat diimplementasikan, Gubernur
Riau harus membentuk 3 peraturan Gubernur:

Pertama, pemerintah daerah bertugas dan
berwenang menetapkan kebijakan mengenai
tata cara pengakuan keberadaan MHA

dalam PPLH. Namun Ketentuan lebih lanjut
mengenai penetapan pengakuan keberadaan
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MHA dalam PPLH, harus diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Kedua, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyediakan mekanisme yang efektif untuk
mencegah:

1.setiap tindakan yang mengakibatkan
hilangnya keutuhan MHA atau berakibat
pada hilangnya nilai- nilai identitas
budayanya terkait PPLH;

2. setiap bentuk pemindahan MHA dari
wilayahnya, yang berakibat dilanggarnya
hak-hak MHA terkait PPLH; dan

3. setiap konflik antara :
« MHA dengan Pemerintah Daerah; atau
« MHA dengan MHA lainnya; atau
- MHA dengan pihak lainnya.

Mekanisme tersebut juga diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Ketiga, mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa juga diatur dalam Peraturan Gubernur
dengan mengedepankan penyelesaian melalui
musyawarah mufakat MHA. Selain itu, wajib
memperhatikan kepentingan kearifan lokal
MHA dengan Pengelolaan lingkungan hidup.

Sayangnya, Pergub turunan yang diamanatkan
dalam perda 14 Tahun 2018 tidak pernah
dikerjakan, baik era Gubernur Andi Rahman,
Wan Thamrin Hasyim hingga Syamsuar.

Jikalahari bersama Datuk Al-Azhar, Ibu Gusliana
HB dan Bapak Akhwan Binawan berinisiatif
untuk menyusun Rancangan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pengakuan
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Provinsi Riau.

. Kampanye kreatif

Selama 2020, jikalahari melakukan kampanye
kreatif dalam bentuk infografis maupun

video untuk penyampaian informasi terbaru
ataupun isu yang sedang Jikalahari advokasi.
Beberapa isu yang Jikalahari kampanyekan
diantaranya: Penegakan hukum korporasi
karhutla, Evaluasi kinerja dan kebijakan
pemerintah. Pemantauan persidangan,
COVID-19 dan Zoonosis, Kebijakan RETN dan
Perhutanan Sosial, Omnibus Law, Keuangan
Berkelanjutan dan Pajak (Temuan Pansus
Monev), Review Perizinan HTI dan Sawit, Riau
Hijau, Konflik satwa dan manusia, Hutan adat,
RUU Pertanahan, Karhutla dan ISPU, Kliping
Berita dan Perubahan Iklim. Selama 2020,
Jikalahari mempublikasikan 874 Infografis, 4
Brief dan 7 video untuk mengkapanyekan isu
penyelamatan LHK

F. Jikalahari Podcast

Sejak 1 Oktober 2020, Jikalahari menerbitkan
Podcast Jikalahari sebagai media kampanye.
Podcast Jikalahari juga sebagai Ruang Diskusi
dan Berbagi Untuk Para Penggerak. Sejak
Oktober - Desember Podcast Jikalahari telah
menerbitkan 8 episode:

1) #1 Made Ali dan Okto - Koordinator dan
Wakil Koordinator Jikalahari “Zoonosis dan
Kerusakan Hutan Alam. Apa Hubungannya?”

2)#2 Ayu - RWWG “Perempuan dan Gambut
Di Tengah Covid 19"
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3) #3 Syafrul Ardi - Presiden Mahasiswa Unri
“Mahasiswa Bergerak Tolak Omnibuslaw”

4) #4 Nimay, Yuda & Rezki - Mapala “Kalau
Alam Dirusak, Mapala Bisa Lakukan Apa?”

5)#5 Muhammad Iskanda - Keslimasy
“Penyelamatan Mangrove Untuk Masa
Depan Bumi”

6) #6 Andi - Perkumpulan Alam Sumatera
“Ekonomi Meningkat Sambil Jaga
Lingkungan, why Not?”

7)#7 Muslim Rasyid - Dinamisator BRG “Cerita

Restorasi Gambut Riau”

8) #8 Janes - Perkumpulan Elang “Cerita
Penyelamatan Daerah Aliran Sungai Siak™

. Pelatihan Paralegal Masyarakat Adat Tiga

Lorong Desa Baturijal, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu

Jikalahari bersama LAM Riau dan LBH
Pekanbaru memberikan penyuluhan hukum
dan pelatihan paralegal untuk masyarakat
adat tiga lorong di Desa batu Rijal Hulu pada
28-29 November 2020. Kegiatan tersebut
diikuti oleh para tokoh adat dari masyarakat
adat yang tergabung dalam masyarakat adat
Tiga Lorong seperti masyarakat adat Batu Rijal,
Masyarakat adat Peranap dan Masyarakat Adat
Sungai Peranap. Kegiatan juga diikuti ikatan
mahasiswa Batu Rijal (IMB).

Materi yang disampaikan ialah, Sejarah
masyarakat adat, paralegal, KUHAP Pidana,
Pengumpulan data dan penulisan, ananlisis
sosial, hingga pengorganisasian, advokasi
dan kampanye. Kegiatan dilaksanakan dalam

rangka memperkuat masyarakat adat Tiga
Lorong dalam mempertahankan hak atas
tanahnya yang berkonflik dengan PT Bintang
Riau Sejahtera (BRS).

BRS merupakan perusahaan sawit yang
beroperasi sejak 2006, milik Edy Tanjung,
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Luas
HGU 2.750 ha dan telah menanam 1.700

ha. Sebelum memulai kegiatan, perusahaan
berjanji pada masyarakat Desa Baturijal,
Baturijal Hulu dan Simalinang akan berbagi 40
persen luas tanam untuk masyarakat ketiga
desa tersebut. Namun, sampai sekarang,
perjanjian tersebut tidak direalisasikan.

H.Usulan PS dan TORA Jikalahari

Hingga Desember 2020, luas realisasi
Perhutanan Sosial (PS) di Riau mencapai
122.000 hektar yang terbagi dalam 77 unit PS
dan Kulin KK. Sedangkan usulan PS Jikalahari
yang belum mendapatkan izin mencapai
81.960 hektar yang terbagi dalam beberapa
kabupaten diantaranya:

[1 Bengkalis
o HD Bantan Timur 800,13 ha
o HD Bantan Sari 745,92 ha
o HD Buruk Bakul 2.225 ha
[] Siak
o HD Dayun 1.200 ha
o HD Dosan 400 ha
o HD Rawa Mekar Jaya 4.970 ha
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[] Pelalawan
o HD Segati 18.883,5 ha
[] Kuansing
o HD Giri Sako 6.848 ha
[] Indragiri Hulu
o HD Langsat 2.543 ha
o HD Usul 1.353 ha
[ Indragiri Hilir
o HD Kuala Gaung 3.426 ha
o HD Terusan Kempas 1.628 ha
o HD Teluk Merbau 377 ha
o HD Pulau Cawan 2.784 ha
o HD Bolak Raya 1.349 ha
o HD Igal 1.757 ha
o HD Simpang Gaung 24.870 ha
Lambannya realisasi PS di Riau disebabkan:

1. Perda 10 Tahun 2018 tentang RTRW Riau
(Sudah di JR dan dibatalkan MA)

2. Peraturan PS di lahan gambut (sudah terbit
Permen LHK No 37 tahun 2019 tentang PS
di Gambut)

3. Sosialisasi PS ke masyarakat sekitar hutan
tidak maksimal

4. Pejabat/Kepala KPH yang tidak sesuai
kompetensi, tidak latar belakang PNS
kehutanan dan akan memasuki waktu
pension. (contoh KPH Sorek)

5. Cukong dan Perusahaan yang mengorganisir
masyarakat untuk mengajukan PS dengan
skema HKm, HTR dan Kemitraan (HKm

Koperasi Koto Intuok difasilitasi PT

NPM dalam perencanaannya dan akan
menebang hutan alam dan menanam akasia
eucalyptus)

6. Tidak ada dukungan anggaran APBD untuk
Pokja PS (Dinas LHK Provinsi Riau)

l. Advokasi UU Cipta Kerja

Pada 2 November 2020, Presiden
menerbitkan UU No 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja. Sejak dari masih berupa RUU,
Jikalahari melakukan advokasi menolak RUU
Cipta Kerja. Analisis Jikalahari fokus pada UU
Kehutanan, UU P3H, UU Perkebunan, UU
PPLH dan UU Penataan Ruang’.

Pasca ditetapkan menjadi UU, salah satu pasal
yang berdampak di Riau adalah pasal 110A
“Terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun
dalam kawasan hutan yang belum memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyelesaikan
persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini
diundangkan”

Temuan Jikalahari dan Pansus DPRD Provinsi
Riau 2015 ada 378 perusahaan sawit berada
dalam kawasan hutan tanpa izin. Melalui
pasal 110A ayat 1 diberi waktu 3 tahun untuk
mengurus izin meskipun telah melakukan
tindak pidana. Artinya selama 3 tahun 378
perusahaan sawit tersebut tidak bisa dipidana,
karena ada pilihan bagi perusahaan untuk
memenuhi persyaratan agar menjadi legal.




ANALISIS

Peristiwa LHK di atas menunjukkan di tengah
Covid-19 tidak ada perubahan perilaku korporasi
yang terus merusak hutan, tanah dan lingkungan
hidup, padahal Presiden Jokowi mati-matian
mengajak masyarakat Indonesia mengubah
perilaku hidup New Normal atau tatanan kehidupan
baru. Juga aksi pemerintah untuk memulihkan
lingkungan hidup tak juga kelihatan progresnya.
Pemulihan lingkungan hidup hanya bussnines as
usual di tengah Covid-19.

a. Greenwashing Korporasi Memanfaatkan
Covid-19

APRIL Grup

Selama pandemi Covid-19, upaya-upaya
greenwashing® dari perusahaan terus
digencarkan. Mulai dari menyumbangkan
masker, APD hingga bantuan sosial kepada
BNPB, Gubernur serta kepada tenaga medis.
Tidak ada yang salah dari pemberian bantuan
disaat pandemi, namun kekhawatiran
masyarakat adalah dengan upaya pemberian
bantuan yang dilakukan perusahaan, seolah-
olah menutupi kejahatan lingkungan yang telah
mereka lakukan. Pelanggaran-pelanggaran
hukum yang dilakukan oleh perusahaan
terutama sektor HTI hingga saat ini belum ada
kejelasan. Justru dengan aktifnya perusahaan
memberikan bantuan dan sumbangan, akan
melemahkan upaya penegakan hukum atas
pelanggaran mereka.

8 Greenwashing merupakan strategi pemasaran atau komunikasi suatu perusahaan untunk memberikan
citra yang baik, memperkuat image atau branding bahwa perusahaan memiliki komitmen ramah lingkungan, baik
dari segi nilai, produk maupun tujuan perusahaan. Namun sebenarnya perusahaan tidak benar-benar melakukan
kegiatan yang berdampak pada kelestarian lingkungan, justru sebaliknya.
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Jikalahari mencatat, pada 7 April 2020,
Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan
bantuan sebanyak 8500 Alat Pelindung Diri
(APD ) dan 4800 alat rapid test dari APRIL
Group. Bantuan APD dan rapid test dikirim
langsung menggunakan pesawat Hercules.
Bantuan APD ini diberikan untuk tim medis
yang berjuang di garda terdepan dalam
penanganan pasien terdampak COVID-19 di
Riau.

Tak hanya itu, PT RAPP dan PT Asia Pacific
Rayon juga ikut menyumbangkan 150.000
baju APD, 150.000 masker, 150.000 sarung
tangan dan 400 face shield pada 8 April 2020.
Bantuan ini diterima langsung oleh Syamsuar
didampingi Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi
Yuliani Nazir serta Direktur Utama RSUD Arifin
Achmad, Nuzelly. Bantuan ini diserahkan di
Gedung Daerah Pauh Janggi. Terbaru, pada 12
November 2020, Direktur Utama PT RAPP,
Mulia Nauli kembali menyerahkan bantuan
masker dan APD kepada Gubernur Riau.

Di luar pemberian bantuan alat Kesehatan,
APRIL Grup juga tengah menjanjikan investasi
dan penyerapan tenaga kerja dengan
meningkatkan kapasitas produksi pabrik PT
RAPP. Pada 23 Desember 2020, Dinas LHK
Provinsi Riau mengundang Jikalahari untuk
turut memberikan masukan atas ANDAL

dan RKL-RPL peningkatan kapasitas pabrik
PT RAPP sebesar 2.650.000 ton/tahun

atau 86% dalam diskusi secara daring. 2 hari

sebelumnya Jikalahari menerima undangan
dan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.

Kajian ANDAL dan RKL-RPL RAPP masih tidak
jelas dan mendapat penolakan dari sebagian
masyarakat di sekitar. Dari ANDAL yang
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disusun, diketahui bahwa justru operasional
eksisting yang beum ditingkatkan saja telah
menyebabkan 20,83% orang menderita sakit
yaitu sakit lambung dan pilek. Dalam ANDAL
dan RKL-RPL juga tidak menyebutkan sumber
bahan baku secara jelas, sehingga hal tersebut
dapat menyebabkan deforestasi, konflik lahan
dan masalah lingkungan lainnya.

APP Sinarmas

Selain APRIL Grup, APP Sinarmas juga ikut
melakukan greenwashing dengan memberikan
bantuan berupa masker dan alat pelindung diri
(APD) untuk tenaga medis. Jikalahari mencatat
pada 27 Maret 2020, Indonesian Chamber of
Commerce in China (Inacham) - Gabungan
Perusahaan China yang beroperasi di Indonesia
- Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas China,
memberikan bantuan alat kesehatan berupa
masker N95 , surgical masker dan disinfectan
wipes yang diterima langsung oleh Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi, Agung Kuswandono, di Bandara
Soekarno Hatta, Tangerang - Banten.

Lalu pada 2 November 2020, APP Sinarmas
bersama Yayayan Dokter Peduli memberikan
bantuan masker bagi para tenaga medis

di 200 wlayah yang tersebar di seluruh
Indonesia.

Pada 16 September 2020, Gubernur Riau
bersamam Forum komunikasi pimpinan daerah
Riau melakukan tanam perdana tumpang sari
tanaman jagung di areal konsesi PT Arara Abadi
seluas 25 hektar di Desa Mukti Sari, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar.

Korporasi APP dan APRIL memanfaatkan
Covid-19 dengan cara menyumbang APD,
Masker, hingga alat rapid tes, namun, diam-
diam mereka membakar hutan dan gambut,
hendak menebang hutan alam dan sengaja
memecah belah masyarakat termasuk tidak
menghormati dan menghargai hak masyarakat
adat.

Saat lahan PT Arara Abadi dibakar, Polda Riau
tidak cepat menindak, padahal jelas, hasil
investigasi Jikalahari menemukan PT Arara
Abadi sengaja membakar lahannya untuk
ditanami akasia. Termasuk gakkum KLHK
tidak menindak PT Arara Abadi. Ini berbeda
bila karhutla terjadi di areal korporasi sawit,
Polda Riau bahkan Mabes Polri secepat kilat
menindak, bahkan PT Adei Plantation and
industry yang terbakar hanya 4 ha, langsung
jadi tersangka.

April Grup diam-diam hendak menebang
hutan alam melalui anak perusahaannya

PT NPM di dalam areal HKM Koto Intuok.
April grup memanfaatkan masyarakat untuk
menebang kayu alam. Termasuk saat APRIL
menerbitkan APRIL 2030 yang lagi-lagi
hendak menipu masyarakat global dengan
cara pura-pura mendukung SDGS, padahal
sedang merencanakan menebang hutan
alam dan memperluas Riau Komplek untuk
penambahan pabrik serat rayon yang saat

ini sedang konsultasi ANDAL yang difasilitasi
Dinas LHK Propinsi Riau yang sejak awal tidak
mengumumkan pada publik, hanya memajang
plang di ruang Dinas LHK.



b. Salah sasaran PEN COVID-19

KKapolda Riau dan Dandrem Wirabima 031
menginisiasi penanaman holtikultura berupa
tanaman palawija dan sayuran, jagung, cabe,
tomat yang bekerjasama dengan PT RAPP

di Pelalawan dan menanam jagung di dalam
konsesi PT Arara Abadi di Kampar. Tujuannya
untuk ketahanan pangan di tengah Covid-19
juga sebagai stimulus Pemulihan Ekonomi.
Forkopimda juga diajak oleh Kapolda dan
Dandrem untuk secara simbolis hadir di tengah
acara penanaman.

Apa motif Kapolda dan Dandrem menanam di
dalam areal konsesi dan bekerjasama dengan
korporasi? Mengapa tidak menanam di areal
perhutanan sosial masyarakat? Atau di areal
kawasan hutan yang kritis dan rusak yang telah
dirusak oleh korproasi dan cukong?

Sesungguhnya yang untung bukan
masyarakat, justru korporasi APP dan APRIL,
dengan bangga mereka akan koar-koar ikut
menyelamatkan ekonomi Indonesia.

¢. Karhutla Mereda Karena Covid 19

Covid-19 melanda Indonesia kala musim
kemarau tiba. Dengan karhutla yang terus
terjadi setiap tahunnya, kekhawatiran
masyarakat meningkat terkait bahaya
kesehatan yang akan dihadapi. Covid-19
menyerang sistem pernapasan manusia,
begitupula asap karhutla, permasalahan
pernapasan akan semakin memperparah
kondisi kesehatan masyarakat. Riau menjadi
salah satu daerah yang dikhawatirkan akan
menghadapi masalah ini.

Kekhawatiran warga Riau tentu bukan hal yang
berlebihan, pasalnya kemungkinan kebakaran
hutan dan lahan yang menimbulkan asap

terus saja mengancam. Bayangkan jika seperti
2019, terdapat 300 ribu warga yang menderita
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

maka akan sangat rentan dan berbahaya jika
terserang Covid-19.

Seperti yang disampaikan Datuk Seri Al Azhar,
Ketua MKA LAM Riau, bahwa jika terjadi
kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan
asap di tengah Covid-19. “Jika keduanya
berjalan beriringan, nauzubillah, maka saya
rasa ya kita akan mengalami neraka dunia yang
sebenarnya karena lebih dari yang sudah-
sudah,” ujarnya pada webinar karhutla di
tengah pandemi oleh Jikalahari 11 Mei 2020.

Sejak akhir tahun 2019 hingga akhir Januari
2020, Jikalahari mewanti-wanti pemerintah
agar waspada terjadi kebakaran hutan dan
lahan secara besar seperti pada 2019. Jikalahari
mengingatkan pengambil kebijakan, penegak
hukum setiap hari dengan kampanye hitung
mundur musim kemarau. Merangkul komunitas
seniman dan masyarakat hingga membuat
petisi online mendukung penegakan hukum.
KKemudian petisi itu diserahkan langsung ke
Wakapolda Riau dan Dirjen Gakkum KLHK.

Peringatan itu disampaikan secara terus-
menerus, meskipun di musim hujan, pasalnya
berdasarkan catatan Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) khusus di
Riau diperkirakan akan ada tujuh bulan musim
kemarau. Dari 12 bulan hanya lima bulan basah,
selebihnya kering.’

https://www.liputané.com/regional/read/4134447/prediksi-kemarau-panjang-hantui-riau-2020
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Covid-19 membantu progresifitas

pemerintah memadamkan api meski

dengan menggunakan hujan buatan dan
patroli lapangan. Namun, anggaran untuk
pemadaman tersebut terbilang jumbo dengan
menggunakan helikpoter termasuk dengan
menabur garam.

Satu sisi perlu diapresiasi, sisi lain sampai kapan
tindakan bikin hujan buatan berlangsung?
Padahal untuk hentikan karhutla permanen
adalah mereview seluruh izin korporasi

yang merusak hutan, tanah dan gambut

agar dikembalikan dan dikelola masyarakat
adat yang selama ini ampuh menghentikan
kerusakan lingkungan hidup, juga
menghentikan konflik hutan dan tanah.

Penegakan hukum karhutla yang melibatkan
korprorasi HTI tidak pernah dilakukan
penegakan hukum oleh Polda Riau maupun
Gakkum KLHK;, ini juga jadi perhatian publik
bahkan ironis korproasi HTI jelas-jelas
membakar dibiarkan melenggang bebas oleh
penegak hukum, yang sisi lain tegas terhadap
korporasi sawit yang lahannya terbakar hingga
divonis pengadilan.

d. UU Cipta Kerja, melegalkan Korporasi HTI dan
Korporasi sawit llegal

UU CK, bukan solusi menyelesaikan konflik
hutan tanah masyarakat adat yang selama

ini dirampas oleh korporasi, justru jalan
melegalkan korporasi sawit seluas 1,2 juta ha
yang selama ini illegal berada dalam kawasan
hutan dengan cara diberi waktu tiga tahun
untuk memenuhi syarat pelepasan kawasan
hutan. Pun dengan korporasi HTI yang kian

mendapat legalitas karena izinnya berakhir
mengikuti UU CK; itu berarti butuh waktu 90
tahun.

Padahal dalam konsesi korporasi HTI dan sawit,
hidup masyarakat adat termasuk ekosistem
didalamnya berupa fauna dan flora. Peluang
perbaikan ini tidak terjawab dalam UU CK:
karhutla dan banjir akan terus menghantam
Riau sebab korporasi sesukanya membakar
hutan dan lahan, menebang hutan alam dan
merusak gambut sebagai resapan air.

Lalu, korupsi dan kriminalisasi masyarakat adat
akan kian meruncing dan tidak akan padam
lantaran UU CK didesain untuk melegalkan
atau menghalalkan yang haram perizinan
korporasi HTl dan Sawit yang selama ini
dibiarkan oleh pemerintah.

e. Pemulihan Lingkungan Hidup, selain
Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi

Covid-19 adalah jalan cepat pemulihan
lingkungan hidup untuk memutus mata rantai
Zoonosis, virus yang berasal dari satwa liar
yang bukan saja menyebabkan virus Covid-19,
tapi virus-virus lainnya yang juga berbahaya.

Sebuah riset yang dipublikasi di jurnal
Proceedings of Royal Society menyebut
aktivitas manusia berupa perburuan ilegal
(eksploitasi) satwa liar dan perusakan habitat
alami (keanekaragaman hayati) adalah faktor
yang mendasari berlimpahnya penyakit
menular atau zoonosis. Zoonosis merupakan
wabah yang disebabkan oleh penularan virus
hewan liar ke manusia.
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Studi ini menemukan: 70 persen penyakit
manusia adalah zoonosis seperti wabah

virus korona alias Covid-19, 140 virus telah
ditularkan dari hewan ke manusia dan

hewan tersebut masuk dalam daftar Merah
Spesies terancam punah IUCN. “Para
pembuat kebijakan harus fokus dan siap siaga
mencegah risiko penyakit zoonosis, terutama
mengembangkan kebijakan terkait lingkungan,
pengelolaan lahan dan sumber daya hutan,’
kata Christine Johnson, peneliti utama dalam
studi ini.

Sedangkan menurut Farida Camallia, penasihat
teknis dari Organisasi Pangan dan Pertanian
(FAQ) ada tiga faktor yang memengaruhi
persebaran zoonosis dari satwa liar. Pertama,
keanekaragaman mikroba satwa liar dalam
suatu wilayah tertentu; kedua, perubahan
lingkungan; dan ketiga, frekuensi interaksi
antara hewan dan manusia. Jika salah satu
faktor ini terganggu, dipastikan zoonosis pun
menyebar

Perbaikan lingkungan hidup termasuk di
dalamnya mereview izin korporasi yang

telah merusak habitat satwa liar dan flora
untuk mengembalikan fungsi habitat mereka
mutlak dilakukan. Juga cara cepat untuk
mengembalikan hutan tanah masyarakat
adat yang selama ini dirampas korpoasi atas
izin oleh rezim yang kerap berkoalisi sehingga
menghasilkan oligarki.

Dukungan pendanaan dan kerja cepat

yang dapat dilakukan birokrasi yang selama
ini diperkukan kian mempercepat kinerja
pemerintah bila isu lingkungan hidup masuk
dalam prioritas penanganan Covid-19 selain
kesehatan dan pemulihan ekonomi.
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Presiden Jokowi perlu segera memasukkan isu
pemulihan lingkungan hidup selain isu kesehatan
dan pemulihan ekonomi dalam penangangan
Covid-19, ini jalan cepat memperbaiki tata Kelola
lingkungan hidup berupa mereview perizinan
korporasi yang menguasai jutaan hektar hutan,
tanah dan gambut, juga jalan cepat merealisasikan
ruang Kelola masyarakat dalam bentuk perhutanan
sosial.

ASl

Dengan bujet jumbo penanganan Covid-19,

dan memangkas kerja birokrasi yang ruwet,
memungkinkan implementasi pemulihan
lingkungan hidup dapat tercapai menghentikan
dampak kerusakan dan kemiskinan makhluk hidup
yang bergantung pada lingkungan hidup.

Oleh karenanya Jikalahari merekomendasikan
kepada Presiden Jokowi:

1. Presiden Jokowi mengubah Perpres Nomor
108 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres
Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional pada 10 November 2020 dengan
menambahkan isu pemulihan lingkungan
hidup. Agar dana jumbo sebesar Rp 695,2
Triliun juga bisa untuk pemulihan lingkungan
hidup, selain kesehatan dan pemulihan
ekonomi.

2. Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolda
Riau dan Dandrem Wirabima yang merugikan
masyarakat karena menanam holtikulura
di dalam konsesi korporasi HTI terkait PEN
Covid-19, berupa memutasikan Kapolda dan
Dandrem.
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3. Menteri LHK
mencabut izin HKM
Koto Intuok karena
hendak menebang
hutan alam
tersisa di bentang
Rimbang Baling
yang merupakan
habitat flora dan
fauna dilindungi.
Juga penolakan dari
masyarakat atas
HIKM Koto Intuok

4. Kapolri mengambil
alih kasus Karhutla
PT Arara Abadi yang
terbakar seluas 80
hektar di Pelalawan,
karena dibiarkan oleh
KKapolda Riau

5. Gubernur Riau
memerintahkan
Kepala Dinas
untuk tidak
menyetujui RKL-

RPL peningkatan
kapasitas produksi PT
RAPP.
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